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RINGKASAN

SUBHAN ALAMTA ILMA AHSANA, HUKUM PIDANA, FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA, JUNI 2019, KONTRIBUSI
PENELITIAN  BALAI PEMASYARAKATAN  TERKAIT  FUNGSI
PENELITIAN KEMASYARAKATAN, PEMBIMBINGAN, PENGAWASAN,
DAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA, Dr.
Nurini Aprilianda, SH., M.H, Dr. Lucky Endrawati, SH.,M.H.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya data dari Balai Pemasyarakatan
Klas 1 Malang yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak.
Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui bentuk-bentuk dan kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan terkait
fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan
terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak
pidana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat serta
menganalisis perisitwa yang berada di lapangan. Penulis mengumpulkan data
melalui wawancara dan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan
metode Purposive Sample berdasarkan alasan objektif penulis terhadap responden
yang secara pengalaman, pengetahuan mengenai pelaksanaan penelitian
kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai
Pemasyarakatan Klas 1 Malang guna pemenuhan hak-hak anak dengan macam-
macam bentuk penelitian kemasyarakatan, sehingga kontribusi yang diberikan dari
adanya penelitian tersebut adalah berupa memberikan rekomendasi-rekomendasi
yang paling tepat bagi anak kepada penegak hukum baik ditingkat penyidikan,

penuntutan dan peradilan.



SUMMARY

SUBHAN ALAMTA ILMA AHSANA, CRIMINAL LAW, FACULTY OF LAW
OF BRAWIJAYA UNIVERSITY, JUNE 2019, RESEARCH CONTRIBUTION
OF COMMUNITY ASSOCIATION RELATED TO THE RESEARCH
FUNCTION OF COMMUNITY, CONSIDERATION, SUPERVISION, AND
ASSISTANCE TO CHILDREN AS A FULFILLMENT OF CRIMINAL RIGHTS,
Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H, Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H.

This research is motivated by the existence of data from the Malang Class
1 Correctional Center that conducts social research on children. Based on this, the
formulation of the problem in this study is to find out the forms and research
contributions of the Correctional Institution related to the function of social
research, guidance, supervision and assistance to children as an effort to fulfill
children's rights as perpetrators of criminal acts.

This study uses an empirical juridical method by looking at and analyzing
the activities in the field. The author collects data through interviews and
legislation. The author uses the Purposive Sample method based on the objective
reason of the author towards respondents who experience, knowledge about the
implementation of community research by the Malang Class 1 Correctional Center.

The implementation of community research conducted by the Malang Class
1 Correctional Center for the fulfillment of children's rights with various forms of
social research, so that the contribution given from the existence of such research
is in the form of providing the most appropriate recommendations for children to

law enforcement both at the level of investigation , prosecution and justice.

Xi



BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan
dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal
yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha
Kuasa sebagi calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa
perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang
membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun
demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi
kemudian dimasukkan dalam penjara. Isu mengenai perkembangan anak
menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya disitu, negara
sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan
perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit
dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka
berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian
ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-
anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).!

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya
akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara,
dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam

hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun

1 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 1-



nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian
terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang
harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga,
masyarakat, dan pemerintah.> Sahabat nabi Muhammad SAW, Umar Ra
pernah berucap :
“ Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka
genggamlah para pemudanya”.

Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam
menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda. Olehkarena
itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah
sampai memunculkan stigmatisasi atau labelling dan kurangnya atau bahkan
ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka
menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya.® Pembicaraan anak yang
berhadapan dengan hukum mengacu tehadap dengan anak yang berkonflik
dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak
pidana. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak Pasal 1 butir 2 :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

menjadi saksi tindak pidana”

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan

hukum, yaitu :*

2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempua, Medan,
Refika Aditama, 2012, Hal. 68-69.

3 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta. Sinar Grafika, 2012, Hal. 4.

4 Ibid, Hal. 33.



1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh
orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut,
membolos sekolah atau kabur dari rumah.

2. Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan
oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Tidak sedikit tindakan kenakalan tersebut akhirnya menyeret mereka
berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak — anak seperti itu masuk pada
kategori anak nakal yang dapat dijatuhkan hukuman atau pun sanksi pidana
selain tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
setelah menjalani proses hukum baik di kepolisian, kejaksaan, maupun
pengadilan anak.

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu
bukan merupakan hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian
kriminal seperti pencurian, penjambretan ataupun tindak pidana kesusilaan
yang dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan
terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma,
tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak
etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan
kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut

masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.®

5 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada , 2011 him. 29.



Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu Kketertiban, keamanan,
kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.
Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup
kecil, tetapi hampir terjadi baik dikota-kota besar maupun dikota-kota kecil.
Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi
kejahatan yang dilakukan oleh anak.®

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan
terpeliharanya ketertiban, ada beberapa poin yang harus diingat tentang apa
yang dimaksud dengan hukum pidana yaitu :’
1. Segala aturan atau kaidah yang berisi larangan-larangan yang dibuat oleh

negara dan bersifat publik.

2. Menentukan perbuatan-perbuatan mana, kenapa, dan dalam hal apa; dan
3. Terdapat sanksi atau ancaman hukuman berupa pidana.
Ketiga poin di atas adalah pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana
materiil. Selain dalam arti materiil juga terdapat dalam pengertian formal yaitu
tentang tata cara pelaksanaan atau penerapan hukum pidana materiil.

Dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama
dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara
kejiwaan anak berada pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum
memiliki kesadaran penuh serta kepribadiannya belum stabil, maka demi

kepentingan anak yang notabene akan menjadi penerus pelaksanaan negara

¢ Bambang Mulyono, Kenakalan Remaja Dalam Persfektif Pendekatan Sosiologi
Psikologi dan Penanggulangannya,Gramedia, Jakarta, 2006, Hal. 16.

7 M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum,
Malang, UB Press, Cetakan Pertama, 2013, Hal. 39.



maka sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan penanganan
berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari
Direktorat Jenderal Pemasyarakayan, yang merupakan pelaksana Sistem
Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah
membuat Penelitian Kemasyarakatan atau Case Study ini penting sebagai
metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum.® Selain
melakukan Penelitian kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2
ayat (1) keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.0-PK.10 Tahun 1998, salah
satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Balai
Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang
diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama,
keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan
dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai
warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi agar dapat
memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatannya (residive). Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran Yyang penting dalam

mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam dan di luar proses

& Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Medan,
Refika Aditama, 2012, Hal. 181.



peradilan pidana karena Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 24 :

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit

pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi

penelitian ~ kemasyarakatan, = pembimbingan,  pengawasan, dan
pendampingan”.

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan
melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan
perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang
yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi
individu dari gangguan individu lainnya, dan dari perlindungan masyarakat
dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah perubahan
narapidana untuk pengembalian ke masyarakat.

Berikut adalah data Klien anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai

Pemasyarakatan Klas 1 Malang periode tahun 2017 hingga tahun 2019 :

Tabel 1

Klien anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan

Klas 1 Malang
Tahun Penelitian Pembimbingan
Kemasyarakatan
2017 170 5
2018 284 16
2019 (Januari-Februari) 55 16

(Sumber sekunder : diolah penulis 2019)
Dapat dijelaskan bahwa penelitian kemasyarakatan cukup tinggi

mengingat penelitian kemasyarakatan tersebut dilakukan pada saat adanya



surat permintaan oleh penyidik pada tahap awal proses penyidikan, sedangkan
proses pembimbingan dilakukan pada tahap setelah klien anak selesai
melaksanakan masa tahanannya di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data diatas menunjukan banyaknya tingkat kejahatan yang
dilakukan oleh anak khususnya diwilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas 1
Malang. Merujuk pada paparan data diatas serta Undang-Undang yang
menyatakan petugas pembimbing kemasyarakatan wajib mendampingi anak
yang berhadapan dengan hukum melakukan penelitian kemasyarakatan yang
disebut LITMAS baik ketika pertama kali berada di kepolisian hingga proses
persidangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam proses peradilan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, artinya peran pembimbing
kemasyarakatan sangat penting dan signifikan bagi anak yang berahapan
dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian di
Balai Pemasyarakatan Klas | Malang dengan mengangkat suatu judul yaitu
“Kontribusi Penelitian Balai Pemasyarakatan Terkait Fungsi Penelitian
Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Terhadap
Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana”.

B. ORISINALITAS PENELITIAN

Penulis dalam hal ini, sebelum membahas mengenai rumusan masalah

dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan penulis

lampirkan penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan pembahasan



penelitian ini. Sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan

penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terdahulu :

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

No | Tahun | Identitas Judul Rumusan Perbedaan
Penulis Masalah
1 | 2011 Indra Peran 1. Bagaimanakah Penelitian
Pramono Balai kesesuaian peran | terdahulu hanya
(Fakultas | Pemasyara | Balai terfokus pada
Hukum katan Pemasyarakatan | peran Balai
Universitas | (BAPAS) (BAPAS) dengan | Pemasyarakatan
Negeri dalfln; Undang-up}dang daI?rE )
melaksana No. 12 Tahun melaksanakan
Semarang) kan 1995 tentang bimbingan
bimbingan Pemasyarakatan, | terhadap klian
terhadap dengan kondisi anak. Sedangkan
Klien anak | yang ada di penelitian ini
pemsyarak | lapangan? terfokus pada
atan (Studi |2. Bagaimanakah kontribusi
di BAPAS | pelaksanaan penelitian Balai
Semarang) | bimbingan yang | Pemasyarakatan

dilaksanakan oleh
Balai
Pemasyarakatan
(BAPAS)
terhadap klien
anak
pemasyarakatan
di Balai
Pemasyarakatan
Semarang ?

. Faktor-faktor apa

sajakah yang
menjadi kendala
bagi Balai
Pemasyarakatan
(BAPAS) dalam
melaksanakan
bimbingan
terhadap

klien anak
pemasyarakatan

terhadap anak
pelaku tindak
pidana sebagai
upaya
pemenuhan hak-
hak anak.




di Balai
Pemasyarakatan
Semarang ?

2015 Rezki Peran 1.Bagaimana peran | Penelitian
Alfianti Pembimbi pembimbing terdahulu hanya
(Fakultas ng kemasyarakatan | terfokus pada
Hukum Kemasyar dalam peran BAPAS
Universitas | akatan pelaksanaan dalam
Hasanudin) | dalam restorative justice | pelaksanaan

pelaksanaa | terhadap anak restorative
n yang berhadapan | justice terhadap
restorative | dengan hukum anak yang
justice pada Balai berhadapan
terhadap Pemasyarakatan | dengan hukum.
anak yang Klas | Makassar ? | Sedangkan
berhadapa |2.Apa faktor-faktor | penelitian ini
n dengan yang lebih terfokus
hukum menghambat pada kontribusi
(Studi di peran penelitian Balai
Balai pembimbing Pemasyarakatan
Pemasyara | kemasyarakatan | terhadap anak
kan Klas 1 dalam pelaku tindak
Makasar) pelaksanaan pidana sebagai

restorative justice | upaya

terhadap anak pemenuhan hak-

yang berhadapan | hak anak

dengan hukum

pada Balai

Pemasyarakatan

Klas | Makassar ?

Sumber data : Data Sekunder
Peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang kontribusi penelitian Balai
Pemasyarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan,dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-
hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
C. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut :
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. Bagaimana bentuk penelitian dari Balai Pemasyarakatan terkait fungsi
penelitian ~ kemasyarakatan, = pembimbingan,  pengawasan, dan
pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak
sebagai pelaku tindak pidana?

. Apakah kontribusi penelitian dari Balai Pemasyarakatan terkait fungsi
penelitian ~ kemasyarakatan, = pembimbingan,  pengawasan, dan
pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak
sebagai pelaku tindak pidana?

. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

. Untuk mengetahui dan memahami terkait bentuk penelitian dari Balai
Pemasyarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan
hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

. Untuk mengetahui kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan terkait
fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak

sebagai pelaku tindak pidana.

. MANFAAT TEORITIS

Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain :

. Manfaat Teoritis

Sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan
khususnya mengenai ilmu hukum pidana anak tentang kontribusi penelitian

Balai Pemasyarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan,
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pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai
upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Manfaat Praktis

a. Akademisi
Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak civitas
akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut terkait
kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan terkait fungsi penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan
terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku
tindak pidana.
b. Perguruan Tinggi
- Sebagai alat untuk memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga dan

instansi lain guna peningkatan mutu pendidikan.
- Sebagai bahan tambahan untuk menyempurnakan materi kuliah hukum
pidana khususnya tentang anak.

c. Masyarakat
Sebagai pengetahuan masyarakat tentang kontribusi penelitian Balai
Pemasyarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan
hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
d. Institusi Balai Pemasyarakatan
Sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas guna tercapainnya Balai

Pemasyarakatan yang profesional dan bermartabat.
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F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan di uraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya

ilmiah yang baik dan benar. Sistematika penulisan ini terdiri dari V (lima)

Bab yang disusun secara berurutan yang setiap bab membahas tentang

materi muatan yang berbeda sesuai dengan penempatan masing-masing bab,

seperti yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang menjelaskan
tentang pentingnya suatu permasalahan mengenai kontribusi
penelitian Balai Pemasyarakatan terkait fungsi penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan
terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku
tindak pidana. Rumusan masalah yaitu memuat pertanyaan terhadap
permasalahan yang akan diteliti. Selain itu terdapat tujuan dan
manfaat.Pada manfaat penelitian, penulis membagi manfaat tersebut
menjadi dua bagian yaitu manfaat secara paraktis dan manfaat secara
teoritis.

BAB Il : Tinjauan Pustaka
Bab ini menjelaskan mengerai uraian-uraian, yang berkenaan dengan
teori-teori, doktrin, atau pendapat para sarjana dan kajian yuridis yang
didasarkan pada ketentuan ketentuan hukum yang berlaku yang
berkaitan langsung dan menjadi kerangka ilmiah permasalahan dan

objek peneletian hukum.
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BAB 111 : Metode Penenelitian
Bab ini berisikan tentang metode penulisan yang digunakan oleh
peneliti didalam karya ilmiah yang sedang diteliti. Metode penelitian
ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi,
sampling dan responden, teknik analisis dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan
Menjelaskan mengenai hasil penelitian sekaligus pembahasan
mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian yang akan diteliti
atau hasil dari analisis. Mengenai bab pembahasan ini, penulis
mencoba memaparkan data-data yang telah diperoleh baik melalui
data yang diperoleh dari kepolisian resor Kota Batu mengenai
penyelesaian tindak pidana melalui upaya mediasi.

BAB V : Penutup
Bab ini adalah bab terakhir yang didalamnya hanya terdapat dua sub
bab yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud
disini adalah harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sebab
kesimpulan ini berupa ringkasan jawaban atas permasalahan-
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.Kemudian dari
kesimpulan tersebut dapar dijadikan sebuah saran atas rekomendasi
terhadap pihak pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan

a. Pengertian Balai Pemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana
teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.® Menurut
Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “ Balai Pemasyarakatan yang
selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan
Klien Pemasyarakatan “. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan adalah “Seseorang yang berada dalam bimbingan
BAPAS”.

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut
dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak ( Balai
BISPA) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari
terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang
mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak

Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.?

9 Pasal 1 angka 24 Undang-undan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
10 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak. Bandung, Refika Aditama, 2005, Hal.49.

14
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Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balai
Pemasyarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar lembaga
pemasyarakatan dimana tugas dan fungsinya ialah melakukan penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap
klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak),
narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas,
serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan
kepada keluarga asuh.

b. Sejarah Singkat berdirinya Balai Pemasyarakatan

Berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak terlepas dari sejarah
kepenjaraan, sebab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu
segi pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti
sekarang. Pada awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan
kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku adalah Balai BISPA yang sekarang ini namanya
berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar
Lembaga Pemasyarakatan, dengan menggunakan metode pekerjaan sosial
sebagai metode pembinaan. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia
sudah dikenal adanya Badan Reklassering dan Yayasan Prayuwana yang
berfungsi membina dan mengawasi narapidana dan anak didik diluar penjara.
Di Indonesia Reklassering ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun

1928 yang merupakan jawatan pemerintah yang menjadi bagian dari
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Departemen Kehakiman dengan nama Reints Voor de Reclassering, jawatan
ini mengorganisir pembentukan Badan-badan Reklassering swasta yang ada
di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya,
Yogyakarta, Medan dan Bandung. Pada tahun 1933 jawatan Reklassering
bukanlah jawatan yang berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan jawatan
kepenjaraan. Guna menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem
pemasyarakatan ini, maka berdasarkan keputusan Presiden Ampera tanggal 3
November 1966 Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi dan
tugas departemen lahirnya Direktorat BISPA yang semula merupakan bagian
dalam Direktorat Pemasyarakatan, kedua direktorat ini dikoordinir oleh
Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun
1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan. Pembentukan Balai BISPA ditegaskan pada tahun 1976
yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 7.5.4/2/23 tahun
1976 dan dibentuk Balai BISPA di tiap kota madya. Sebagai dasar susunan
organisasi Balai BISPA kelaurlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor J.S.4/12/20, menyusul Keppres Nomor 47 tahun 1979 tentang
Perubahan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga menjadi Direktorat
Pemasyarakatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No: J.S.4/3/7 tahun 1976 nama Kantor Bispa
berubah maenjadi Balai Bispa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri
Kehakiman Rl Nomor: M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997 maka Balai
Bispa berubah namanya menjadi Bapas (Balai Pemasyarakatan). Berdasarkan

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan

Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA)
dijajaran Kementerian Kehakiman RI.

2) Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut
KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.

3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut
Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi
sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.

4) Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor Balai
Pemasyarakatan (BAPAS).

Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka seluruh kantor Balai

BISPA menjadi kantor BAPAS dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagaimana tugas dan fungsi BISPA.

c. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Tugas :

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan
kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak salah satu petugas kemasyarakatan adalah Penelitian
kemasyarakan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas
Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan ( Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3

Tahun 1997). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak pasal 65 adalah:

a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan
Diversi, melakukan  pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan
kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila
Diversi tidak dilaksanakan.

b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik
di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS DAN
LPKA;

c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan
Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;

d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan
terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana
atau dikenai tindakan; dan

e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan
terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat,
cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi :
Pembinaan khusus di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan
teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan.
Petugas teknis Balai Pemasyarakatan membuat Laporan Penelitian
Kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan.
Menjadi seorang petugas teknis pada Balai Pemasyarakatan minimum
tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan,
khusus tentang tugas pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan. Adapun
fungsi pembimbing kemasyarakatan diantaranya :
a. Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan
Setelah Balai Pemasyarakatan menerima Surat Permintaan Pembuatan
laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri,

Lembaga Kemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing
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Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang
melakukan usaha-usaha :

1. Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/
mengunjungi rumah Kklien dan tempat-tempat lain yang ada
hubungan dengan permasalahan klien.

2. Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan
menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran,
sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam
Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

3. Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan
penelitian pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus
dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian
Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, maupun
dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga
Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk menentukan
rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga
Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan.!

b. Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial
Akibat perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga kebutuhan
hidup yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang ada terbatas
maka manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-
nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemecahan
masalah akibat disfungsi sosial diperlukan Pembimbing Kemasyarakatan,
yang memahami masalah sosial dan kemanusiaan secara mendalam dan
profesional, yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan
penelitian. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan
langsung berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah atau pelanggar
hukum, yang ditangani dengan menggunakan teori pendekatan dan metode

ilmiah pekerjaan sosial secara profesional.

1 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Refika Aditama,
2006, Hal. 148-150.
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c. Penelitian Kemasyarakatan
Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam
melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya.
Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak
menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan relationship,
berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam
mengadakan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan
perlu menjaga dan memilihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya
hubungan yang baik antara Pembimbingan Kemasyarakatan dengan klien,
diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang
tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing
Kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat klien sebagai manusia. Pembimbingan Kemasyarakatan tidak
boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya Pembimbing
Kemasyarakatan harus non judgemental mengenai baik atau buruk
tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien. Pembimbing
Kemasyarakatan setidak-tidaknya telah dididik sebagai pekerja sosial,
ditambah pengetahuan tentang hukum, sosial pedagogi, dan hal-hal yang
diperlukan dalam melakukan bimbingan kepada anak. Petugas
Pembimbing Kemasyarakatan memberi keterangan-keterangan dan saran-
saran kepada pengadilan, bukan membela supaya putusan pidana tidak
menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak. Hakim yang
telah menjatuhkan putusan pidana demi perbaikan anak, harus mengetahui

keadaan orangtua, panti-panti atau lembaga pendidikan, sehingga anak
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betul-betul dapat menjadi baik dan tidak hilang, kepercayaan baik kepada
diri sendiri, kepada orang tuanya / wali/ orang tua asuhnya. Petugas
Pembimbing Kemasyarakatan harus membantu Hakim mendapatkan
keterangan-keterangan tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan perlu
menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan yang diutarakan oleh
klien. Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan hubungan yang
baik dan sifatnya disengaja dalam mengadakan wawancara dengan klien,
keluarga klien dan masyarakat di lingkungan klien. Pembimbing
Kemasyarakatan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui
bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja.
Ditentukan waktu dan tempat pertemuan. Pembimbing Kemasyarakatan
menciptakan hubungan mesra, sehingga klien merasa tenang dan dapat
menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-masalah yang
dihadapinya.
B. Tinjauan Umum Tentang Anak
a. Pengertian Anak
Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara
hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan
karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya.'? Pengertian anak masih merupakan

masalah dan sering menimbulkan kesimpangsiuran, ini dikarenakan belum

12 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 8.
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adanya pengertian yang jelas dan seragam baik dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia maupun pendapat sarjana mengenai hal ini.
Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1),
bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak
sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu
dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan

perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan
anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang
belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu
mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif
terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk
membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak
tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Menurut ketentuan Pasal 45
KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam

belas tahun). Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP
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sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 290, 292
dan 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak terdapat dalam Bab | Ketentuan Umum. Pasal 1 angka
I menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut
anak korban adalah anak yang belum berumjur 18 (delapan belas) tahun
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh tindak pidana.

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab | Ketentuan Umum. Pasal 1 angka
5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab | Ketentuan Umum. Pasal 1 angka
2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
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Bertitik tolak dari uraian diatas maka untuk pendefinisian anak yang dapat
dijadikan acuan oleh penulis yaitu merujuk pada pengertian anak menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana
yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18
(Delapan belas tahun), termasuk anak yang didalam kandungan”.

b. Hak-Hak Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan
bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik
adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik
dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan
dengan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi Kita
mengetahui hak-hak anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki cara yang
khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan
kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang
cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. untuk itu bimbingan,
pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya
sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.®

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia
(DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan
mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan

negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat

13 Lihat Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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universal, dalam ari setiap hak-hak yang di atur di dalamnya berlaku untuk
semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti
pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari
keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung
pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun
pertama dari kehidupannya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang
anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan
pengalamannya yang masih terbatas.

Melihat Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap
anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap
anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.'*

Berdasarkan kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan
umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan
hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimum
potensi yang dimilikinya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang
melindungi harus menjadi issue yang penting dari semua kalangan. Perhatian,
komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi

tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-

14 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2009. Hal. 1.
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lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data
resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada
kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi
ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan
perlindungan atas hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi
potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,
menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang 1945.%° Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi
terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan
sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur
18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada
anak berdasarkan asas-asas yaitu:
a. Nondiskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

15 Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers,
2011, Hal.1.
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c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

c. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak
pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat
Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30
Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang
menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum
berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).'® Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak
nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik
menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung
makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-
unsur, yaitu :1/
a. adanya perbuatan manusia;
b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;

c. adanya kesalahan;

16 Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta,

2010, Hal. 176.

12.

17 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, Hal.
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d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.
Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia pemidanaan
anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran
diri yang bersangkutan. la harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang
menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini
menggambarkan usia tertenu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang
dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari
kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa
tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala
tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-
anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki
kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap
kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak yang
ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku
belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya
mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai

kejahatan, melainkan kenakalan.®

18 1bid, Hal. 12



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris
(empiric legal research) yang mengkaji dan membahas permasalahan-
permasalahan hukum yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh benar-
benar sesuai fakta yang ada dimasyarakat.'® Suatu penelitian ini dipilih oleh
peneliti karena berdasarkan survey awal, Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang
peran nya sangat besar dalam melaksanakan fungsi penelitian kemasyarakatan
sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum
sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana banyak kasus anak sebagai pelaku
tindak pidana di wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang itu

sendiri.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penulis dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan
Yuridis Sosiologis (social legal research) untuk mengidentifikasi masalah
sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk
mengaturnya serta membahas permasalahan yang dikemukakan?, tentang
kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang terkait fungsi

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan

%Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, CV. Mandar
Maju, 2016, Cetakan ke-I1I, Hal. 123.
20 |bid, Hal. 130 .
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terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak
pidana.
C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan studi
penelitianya, dalam hal ini penelitian skripsi dilakukan di Kantor Balai
Pemasyarakatan Klas 1 Malang berdasarkan pra survey?! dan hasilnya kantor
Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang tersebut memiliki luas wilayah kerja
yang begitu luas yakni meliputi : Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu,
Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan serta Kabupaten
Lumajang, sehingga dengan luas wilayah tersebut ditemukan banyak klien
anak berhadapan dengan hukum di kantor Balai Pemasyarakatan Klas 1

Malang tersebut.

D. JENIS DAN SUMBER DATA
Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah :
- Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli ini
diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh.?’Data
ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di kantor Balai
Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Data primer yang dicari adalah apa
kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang terkait fungsi

penelitian  kemasyarakatan, = pembimbingan, pengawasan, dan

21 Berdasarkan Pra Survey yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Oktober 2018 di
Kantor Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

22 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2004. Hal. 30
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pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak
sebagai pelaku tindak pidana.
- Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti
hanya mencari dan mengumpulkan data-data atau memasukan sekitar
masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada
literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan
dengan masalah yang hendak dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini
meliputi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang
Pemasyarakatan, KUHAP, KUHP, jurnal ilmiah terkait Balai
Pemasyarakatan dan literatur-literatur lainya. Pengunaan data sekunder
oleh peneliti bertujuan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi

informasi yang telah dikumpulkan melalui data yang telah diperoleh.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara
terbuka dan studi kepustakaan, kemudian menganalisanya dengan
menggunakan teknik analisis dan deskriptif kuantitatif. Adapun teknik
pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, adalah :
a. Data Primer
Wawancara
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan
secara lisan guna mecapai tujuan tertentu.”® Hal ini dilakukan dengan

mengadakan wawancara terbuka atau tanya jawab langsung dengan

23 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hal. 95.
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responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan
sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Wawancara
dilakukan secara langsung dengan responden dan beberapa anggota Balai
Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang pernah melaksanakan penelitian
kemasyarakatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
b. Data sekunder
1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran
terkait dokumen dan catatan dari berbagai sumber antara lain seperti
buku, artikel, makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya
yang menunjang tinggi penelitian ini, serta penelusuran peraturan
perundang-undangan terkait dengan fungsi penelitian kemasyarakatan
oleh Balai Pemasyarakatan.
2. Dokumen
Data sekunder dalam bentuk dokumen ini merupakan semua dokumen,
arsip dan berkas acara yang diperoleh penulis pada saat penelitian di
lokasi. Dokumen yang digunaakan dalam penelitian ini antara lain
terkait laporan penelitian kemasyarakatan terkait tindak pidana yang
dilakukan oleh anak-anak.
F. POPULASI, SAMPEL DAN RESPONDEN
1. Populasi
Populasi merupakan seluruh objek, individu, gejala pola sikap, tingkah laku

dan sebagainya yang mempunyai ciri atai karakter yang sama dan
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merupakan unit satuan yang di teliti.?* Populasi yang dipilih adalah seluruh
anggota Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

2. Sampel
Sampel adalah bagian dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan
mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan memfokuskan pada
sebagian dari populasinya yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan
penelitian.?® Penulis dalam hal ini menggunakan Purposive Sample yaitu
memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur yang
dipilih dianggap dapat mewakili populasi.?® Secara objektif ciri atau
karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman, pengetahuan dalam
melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Sampel dalam hal ini adalah
Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

3. Responden
Responden adalah pihak terkait yang memberikan jawaban dan keterangan
atas pertanyaan yang diajaukan guna memperoleh data dari penelitian ini.
Responden yang akan diteliti dalam hal ini meliputi:

c. Triyono Budi Santoso, A.KS selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan
Kerja Bimbingan Klien Anak, yang pernah melakukan Penelitian
Kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

d. Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Regristrasi Bimbingan Klien
Anak, yang pernah melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap

anak sebagai pelaku tindak pidana.

24 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum, Bandung, CV. Mandar
Maju, 2016, Cetakan ke-Il, Hal. 145.

25 |bid, Hal. 148.

% |bid, Hal. 160.
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e. Bambang Darsono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan
Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak, yang pernah melakukan
Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusuan penelitian
ini, baik data yang diperoleh dari lapangan ataupun melalui kepustakaan telah
terkumpul, maka akan dilakukan analisis data yang selanjutnya diolah supaya
mudah untuk dipahami dan dapat menjawab pertanyaan yang ada. Melalui
analisis data tersebut penulis akan menyusun jawaban atas pertanayan yang
telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Pengguanaan teknik analisis data
diharapkan mempermudah penulis dalam mengolah seluruh data-data yang
telah dikumpulkan oleh penulis. Adapun dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara memamparkan data
yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian
dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.?’ Analisis tersebut
berkaitan dengan kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang
terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai

pelaku tindak pidana.

27 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hal. 91.
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. DEFINISI OPERASIONAL

. Balai Pemasyarakatan adalah Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan.

. Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan untuk mengungkapkan dan
menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan
latar belakang kehidupan Klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis,
ekonomis, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.

. Hak-Hak Anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima
oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut.
Dalam hal ini yang yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi
adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

. Anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak
yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan
pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut

berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN

KLAS 1 MALANG

a.

Sejarah, dan Letak Lokasi Peneltian
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas 1 Malang adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan proses bimbingan kemasyarakatan yang
berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang berdiri pada tahun 1973 dengan
nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai
BISPA), selanjutnya berubah nama menjadi Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) pada tahun 1997 melalui SK Menteri Kehakiman Republik

Indonesia No.M.01.PR.07.03 tahun 1997.
Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang bertempat di Jalan Barito
No. 1 Kota Malang, bertempat dilahan tanah seluas 1072 M2 dan luas
gedung 372 M2 yang menghadap ke utara dan terletak persis disamping
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Pelaksana bimbingan
kemasyarakatan di BAPAS adalah pembimbingan kemasyarakatan yaitu
pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, klien pemasyarakatan dan
pendampingan terhadap Anak didalam dan di luar proses peradilan pidana.
Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang dalam menjalankan tugas dan fungsi

sebagai instansi penegak hukum dipimpin oleh Drs. Sudirman Zainudin,

36
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M.Si. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Wilayah kerja

Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang meliputi :

1.

2.

7.

8.

Kota Malang
Kabupaten Malang
Kota Batu

Kota Probolinggo
Kabupaten Probolinggo
Kota Pasuruan
Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Lumajang

Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang sejak berdiri pada tahun

1973 telah mendapatkan beberapa prestasi dikarenakan kinerjanya.

Berikut merupakan beberapa prestasi yang telah didapatkan Balai

Pemasyarakatan Klas 1 Malang :

1.

Penghargaan BAPAS terbaik se-Jawa Timur pada 26 April
2010.

Penghargaan BAPAS terbaik Kementerian Hukum dan
HAM pada 27 April 2011.

Sertifikat SMM ISO 9001 : 2008 pada 5 September 2011.
Penghargaan atas Penetapan Wilayah Bebas Korupsi

Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2012.
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b. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang
1. Tugas Pokok :

a. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS),
untuk:

- Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan
Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar
sidang.

- Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan
dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan
kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang
bersangkutan dengan masyarakat.

- Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan
dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga
Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau
Integrasi Sosial dengan baik.

b. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan
Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun
Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti

Menjelang Bebas.

c. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang
berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat,
Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara

dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang
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memperoleh  Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari

Lembaga Pemasyarakatan.

Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan
mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas /
Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada
Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang

berkepentingan.

Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan
menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada

Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

2. Fungsi :

a.

b.

Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan;
Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan;
Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan

Anak;

. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang

TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga
Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
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e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak
Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;
c. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang
Visi :
Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan Klien Pemasyarakatan sebagai
individu, Anggota Masyarakat dan makhluk tuhan.
Misi :
Melaksanakan bimbingan dan pendampingan klien pemasyarakatan untuk
menjadi manusia mandiri.

BAPAS Klas 1 Malang dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut
yakni dengan upaya-upaya yakni memulihkan kesatuan hidup dalam arti
Klien diberikan bimbingan agar ketika kembali ke masyarakat dapat
diterima dan tidak di diskriminasi. Selanjutnya melaksanakan bimbingan
dan pendampingan klien pemasyarakatan untuk menjadi manusia mandiri
artinya BAPAS Klas 1 Malang bekerja sama lembaga-lembaga lain seperti
BLK (Balai Latian Kerja) yang bertujuan untuk memberikan
keterampilan-keterampilan khusus untuk Klien Dewasa, tidak sampai
disitu BAPAS Klas 1 Malang juga membantu Klien dalam menyalurkan
lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk Klien Anak BAPAS Klas 1 Malang
mendatangkan baik ustadz, psikolog dengan tujuan memberikan pelajaran
kepada Klien Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali

dan dapat diterima kembali di masyarakat.?

28 Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi
Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 18
maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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d. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang

Berikut merupakan gambaran umum mengenai struktur organisasi

Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang :

Bagan 1

Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang

Kepala Bapas Klas 1 Malang
Drs. Sudirman Zainnudin, M.Si

KA SUBBAG TU
Johanes Agus Mijarko, S.H

KA. SEKSI BIMBINGAN
KLIEN DEWASA

Drs. Indung Budianto

KAUR KEPEGAWAIAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM
Suprianto. S.ST Isnandar, S.H Enny Umronah, A.Ks
KA. SEKSI BIMBINGAN
KLIEN ANAK

Dra. Erna Yulianti

KASUBSI REGISTRASI
Drs. Eko Subagiyo

KASUBSI REGISTRASI
Suryono, S.H

KASUBSI BIMBINGAN
— KEMASYARAKATAN
Imam Wahyudi S.ST

KASUBSI BIMKEMAS
Bambang Darsono, S.H

KASUBSI BIMBINGAN

- KASUBSI BIMKER
Hariyono, S.H

—] KERJA
Triyono Budi S. A.Ks

(Sumber : diolah oleh penulis 2019)

Berjalanya fungsi-fungsi tersebut tentu saja memiliki peran yang

berbeda-beda antara fungsi satu dan lainya. Berikut merupakan penjabaran

mengenai tugas, fungsi dan wewenang pada bagan struktur organisasi

Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang :

1. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG

Memiliki tugas dan fungsi :
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a. Melakukan pengawasan dan kontrol secara rutin terhadap
pelaksanaan agenda kerja di Balai Pemasyarakatan Klas 1
Malang.

b. Memimpin seluruh kegiatan di Balai Pemasyarakatan Klas 1
Malang, baik tugas pembimbingan klien maupun administratif.

c. Memberikan izin dan/atau persetujuan terhadap seluruh
rancangan agenda Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

d. Memberikan izin dan/atau persetujuan terhadap dana anggaran
kegiatan Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

e. Memberikan laporan dan/atau pertanggungjawaban atas hasil
kerja Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang kepada
kementerian Hukum dan HAM.

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah

tangga Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang meliputi urusan surat-

menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah

tangga dalam rangka pemberian pelayanan administratif di

lingkungan Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan

formasi mutasi, pemberhentian dan pensiunan di lingkungan Balai

Pemasyarakatan Klas 1 Malang sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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KEPALA URUSAN KEUANGAN

Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi anggaran belanja
rutin dan pembangunan di lingkungan Balai Pemasyarakatan Klas
1 Malang sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.
KEPALA URUSAN UMUM

Melaksanakan urusan yang meliputi surat-menyurat, perlengkapan
dan rumah tangga di lingkungan Balai Pemasyarakatan Klas 1
Malang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA
Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi, bimbingan kerja,
dan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk peradilan atau
TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lapas.

KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI BIMBINGAN KLIEN
DEWASA

Mengkoordinasikan  pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi,
statistik, analisa dan evaluasi terhadap klien dewasa diluar Lapas
dalam rangka menunjang kelancaran tugas dilingkungan Balai
Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta
membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan atau

TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) terhadap klien dewasa
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dalam rangka pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KERJA BIMBINGAN
KLIEN DEWASA

Mengkoordinasikan pembinaan bimbingan kerja bekas narapidana
klien dewasa dengan cara memberikan penjelasan, pengarahan,
dan bimbingan mental sosial serta bekal keterampilan kerja.
KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK
Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi, bimbingan kerja,
dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan
peradilan atau TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lapas serta
pemberian bimbingan kemasyarakatan pada klien anak di
lingkungan Balai pemasyarakatan Klas 1 Malang.

KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI BIMBINGAN KLIEN
ANAK

Mengkoordinasikan  pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi,
statistik, analisa dan evaluasi terhadap klien anak diluar Lapas
dalam rangka menunjang kelancaran tugas di lingkungan Balai
Pemasyarakatan klas 1 Malang.

KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN
BIMBINGAN KLIEN ANAK

Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta
membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan

TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lapas terhadap klien anak
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dalam rangka pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

13. KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KERJA BIMBINGAN

KLIEN ANAK

Mengkoordinasikan pembinaan bimbingan kerja bekas narapidana

klien anak dengan cara memberikan penjelasan, pengarahan, dan

pembimbingan mental sosial.

Berikut merupakan daftar anggota Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang :

Tabel 3

Daftar Anggota Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang

NO | NAMA PANGKAT/GO | JABATAN STATUS
LONGAN
1 Drs. Sudirman Pembina Tingkat | Kepala Balai Struktural
Zainuddin, M.Si | | (IV/b) Pemasyarakatan
Kelas | Malang
2 Drs. Indung Pembina (1V/a) Pembimbing Fungsional
Budianto, M.H Kemasyarakatan Tertentu
Madya
3 Dra. Erna Penata Tingkat I | Kepala Seksi Struktural
Yulianti (1/d) Bimbingan Klien
Anak
4 Drs. Eko Penata Tingkat | | Kepala Sub Seksi Struktural
Subagiyo (1/d) Registrasi
Bimbingan Klien
Dewasa
5 Sri Muhartati, Penata Tingkat | | Pembimbing Fungsional
S.Sos (/) Kemasyarakatan Tertentu
Muda
6 Triyono Budi Penata Tingkat | | Kepala Sub Seksi Struktural
Santoso, A.Ks (1/d) Bimbingan Kerja
Bimbingan Klien
Anak
7 Enny Umronah, Penata Tingkat I | Pembimbing Fungsional
A Ks (1/d) Kemasyarakatan Tertentu
Muda
8 Heri Dwi Penata Tingkat | | Pengadministrasi Fungsional
Prasetya (11/d) Umum Tertentu
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Endrakartana,
A Ks
9 Elizabeth Nanik | Penata Tingkat I | Pembimbing Fungsional
Khrisnawati, (1/d) Kemasyarakatan Tertentu
AKs Muda
10 | Johanes Agus Penata Tingkat I | Kepala Sub Bagian | Struktural
Mijanto, S.H (11/d) Tata Usaha
11 | Farah Dira Penata Tingkat I | Pembimbing Fungsional
Irasyanti, A.Ks (1/d) Kemasyarakatan Tertentu
Muda
12 | Suryono, S.H Penata Tingkat | Kepala Sub Seksi Struktural
(1/d) Registrasi
Bimbingan Klien
Anak
13 | Imam Wahyudi, Penata Tingkat I | Pembimbing Fungsional
S.St (h/d) Kemasyarakatan Tertentu
Muda
14 | Isnandar, S.H Penata Tingkat I | Kepala Urusan Struktural
(H1/d) Keuangan
15 | Bambang Penata Tingkat I | Kepala Sub Seksi Struktural
Darsono, S.H (1/d) Bimbingan
Kemasyarakatan
Bimbingan Klien
Anak
16 | Imam Munali, Penata Tingkat I | Pembimbing Fungsional
S.St (1/d) Kemasyarakatan Tertentu
Muda
17 | Suprianto, S.St Penata Tingkat | | Kepala Urusan Struktural
(11/d) Kepegawaian
18 | Achmadi, S.St Penata Tingkat I | Pembimbing Fungsional
(h/d) Kemasyarakatan Tertentu
Muda
19 | Widya Anggraeni | Penata (I11/c) Bendahara Fungsional
Budi Astuti, S.H Umum
20 | Edy Rubianto Penata Muda Pengadministrasi Fungsional
Tingkat | (111/b) Umum Umum
21 | Sri Wahyuni Penata Muda Pengelola Barang Fungsional
Tingkat | (111/b) Milik Negara Umum
22 | Tituk Yulianti, Penata (I11/c) Pembimbing Fungsional
A.Md.IP, S.H. Kemasyarakatan Umum
Muda
23 | Hariyono, S.H Penata (111/c) Pembimbing Fungsional
Kemasyarakatan Tertentu
Muda
24 | Subakri Penata Muda Pengelola Barang Fungsional
Tingkat I (111/b) Milik Negara Tertentu
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25 | Sri Rahayu, S.H | Penata (Ill/c) Pembimbing Fungsional
Kemasyarakatan Tertentu
Muda
26 | Raden Roro Penata (l11/c) Penelaah Status Fungsional
Nining Warga Binaan Umum
Handayani, S.H Pemasyarakatan
27 | Muhammad Penata Muda Pembimbing Fungsional
Bahrul Ulum, Tingkat | (111/b) Kemasyarakatan Tertentu
S.H. Pertama
28 | Moch. Syamsudin | Penata Muda Pembimbing Fungsional
Nurhidayanto, (1/a) Kemasyarakatan Tertentu
S.T Pertama
29 | Esti Pengatur Tingkat | Pengelola Fungsional
Agustiningrum, I (11/d) Kepegawaian Umum
A.Md
30 | Nurul Farida, Penata Tingkat I | Pembimbing Fungsional
S.Psi (1/d) Kemasyarakatan Umum
Muda
31 | Erna Widyastuti | Pengatur Muda Pengelola Fungsional
Tingkat I (11/b) Keuangan Umum
32 | Rifgi Samanhudi | Pengatur Muda Pengelola Fungsional
Tingkat | (11/b) Keuangan Umum
33 | Makruf Rijohan, | Penata Muda Pengelola Fungsional
S.H (111/a) Bimbingan Kerja Umum
34 | Achmad Sulung | Penata Muda Pembimbing Fungsional
Setiawan, S.Sos | (l11/a) Kemasyarakatan Umum
Pertama
35 | Ana Ardhillah, Penata Muda Pembimbing Fungsional
S.Psi (111/a) Kemasyarakatan Umum
Pertama
36 | Anggri Penata Muda Pembimbing Fungsional
Hendarjati, S.H (11/a) Kemasyarakatan Tertentu
Pertama
37 | Dyah Putri Penata Muda Pembimbing Fungsional
Puspitasari, S.Sos | (I11/a) Kemasyarakatan Tertentu
Pertama
38 | Fajar Kurnia Penata Muda Pembimbing Fungsional
Hagiqi, S.Sos (11/a) Kemasyarakatan Tertentu
Pertama
39 | Leonardo Angga | Penata Muda Pembimbing Fungsional
Pradipta, S.Psi (11/a) Kemasyarakatan Tertentu
Pertama
40 | Maya Novia Penata Muda Pembimbing Fungsional
Pramesthi, S.H (1/a) Kemasyarakatan Tertentu

Pertama
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41 | Menik Penata Muda Pembimbing Fungsional
Ambarwati, S.Psi | (111/a) Kemasyarakatan Tertentu
Pertama
42 | Moh. Agim Penata Muda Pembimbing Fungsional
Askhabi, S.Sosio | (111/a) Kemasyarakatan Tertentu
Pertama
43 | Ramadhan Adi Penata Muda Pembimbing Fungsional
Pradana, S.H (1/a) Kemasyarakatan Tertentu
Pertama
44 | Rani Mahsa Penata Muda Pembimbing Fungsional
Khoirunnisa, (1/a) Kemasyarakatan Tertentu
S.Psi Pertama
45 | Ulan Widi Penata Muda Pembimbing Fungsional
Oktaviani, S.H (1/a) Kemasyarakatan Tertentu
Pertama
46 | Vendy Ichwan Penata Muda Pembimbing Fungsional
Hendariyanto, (11/a) Kemasyarakatan Tertentu
S.Psi Pertama
47 | Wahyu Penata Muda Pembimbing Fungsional
Ardhanariswari, | (111/a) Kemasyarakatan Tertentu
S.H Pertama
48 | Anggun Cici Penata Muda Pembimbing Fungsional
Rafila, A.Md.IP., | (l1l/a) Kemasyarakatan Tertentu
S.H Pertama

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan
Fungsional atau Pembimbing Kemasyarakatan. Pejabat Fungsional Tertentu
tersebut mempunyai tugas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan,
Pembimbingan baik klien dewasa maupun Kklien anak. Terdapat Peraturan
terdahulu yang mengatur tentang Organisasi dan Tata kerja dimana belum
munculnya pejabat khusus untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan,
Pembimbingan baik klien dewasa maupun klien anak yakni terdapat di dalam
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang
Organisasi

dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan

Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
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Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak. Di dalam Keputusan tersebut belum muncul adanya
Pejabat Fungsional Tertentu (PJFT) dimana hanya ada Pejabat Struktural
yang melakukan Penelitian Kemasyarakata, dan Pembimbingan. Yang
kemudian dijelaskan di dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor: E.39-PR.05.03 Tahun 1987 dan Petunjuk Teknis
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E.40-PR.05.03 Tahun 1987
Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Seperti yang diketahui bahwa BAPAS Klas 1 Malang memiliki
wilayah hukum yang sangat luas yakni meliputi 8 kabupaten/kota sehingga
dalam pelaksanaan LITMAS terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik
dari jarak, biaya operasional, dan ancaman kejahatan. Salah satu contoh
adalah terdapat beberapa zona merah yang disebut sebagai zona yang rawan
yakni dibeberapa desa di Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang
terdapat kendala yang dihadapi BAPAS Klas 1 Malang yakni susahnya
pejabat PK untuk masuk ke daerah tersebut karena rawan akan ancaman
kejahatan sehingga harus meminta bantuan kepada Kepolisian. Kemudian
kendala jarak tempuh antara Kantor BAPAS Klas 1 Malang dengan Klien
Anak yang sangat jauh sehingga membutuhkan waktu yang lama dan biaya

operasional yang besar.
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B. BENTUK-BENTUK PENELITIAN KEMASYARAKATAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.

Sebelum membahas bentuk-bentuk Penelitian Kemasyarakatan (Litmas),
penulis akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan Litmas oleh
BAPAS baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan :

Bagan 2

Bagan Alur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan

KEJAKSAAN

(4=

PENGADILAN
NEGERI

Dalam tingkat penyidikan (Kepolisian) Balai Pemasyarakatan mendapat
permintaan dari Kepolisian untuk membuat Litmas terhadap suatu kasus
anak yang nantinya sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik.

Apabila dalam proses Diversi di tingkat penyidikan gagal dilakukan
maka akan dinaikan ketingkat penuntutan dimana BAPAS diminta membuat
Litmas oleh Penuntut (Kejaksaan), selanjutnya dalam proses Peradilan

Hakim meminta BAPAS untuk memberikan Litmas sebagai bahan
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pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat bagi klien
anak.
Setelah proses persidangan selesai, Lembaga Pemasyarakatan (LP) meminta
kepada BAPAS untuk membuatkan Litmas guna menjadi bahan
pertimbangan LP dalam memberikan program pembinaan yang paling tepat
bagi klien anak.

Berikut merupakan bentuk-bentuk Penelitian Kemasyarakatan oleh

Balai Pemasyarakatan :2°

a. Litmas untuk Diversi
Litmas untuk diversi merupakan amanat Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
pasal 9 ayat (1) huruf ¢, dan pasal 65 huruf a. Litmas diversi adalah litmas
yang dilaksanakan bagi perkara anak yang memenuhi syarat diversi. Litmas
diversi merupakan salah satu syarat pelaksanaan upaya diversi ditingkat
penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

Dalam pelaksaannya tersebut Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang
terjun langsung ke lapangan untuk mencari bukti-bukti atau data-data anak
tersebut ada kemungkinan atau tidak untuk dibuatkan Litmas Diversi,
setelah muncul kemungkinan anak tersebut dapat di Diversi, BAPAS Klas
1 Malang dapat membuatkan rekomendasi yang ditujukan kepada penyidik
Kepolisian sebagai bahan pertimbangan, ada 2 (dua) rekomendasi yakni

Pertama, anak patut ataupun berhak di upayakan proses Diversi. contoh

2 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Standar Penelitian Kemasyarakatan, Jakarta,
2015, Hal. 6-9.
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anak cukup mengganti biaya kerugian korban, anak harus dimasukkan ke
pendidikan pesantren, atau anak di ikutkan latihan kerja. Jadi BAPAS juga
harus memberikan solusi di dalam pembuatan Litmas Diversi tersebut.
Kedua, tidak dimungkinkan untuk dilakukan proses Diversi. Contoh korban
tidak menghendaki proses Diversi.*

Untuk hal Litmas Diversi ini BAPAS Klas 1 Malang melakukan
upaya Diversi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
setelah mendapat permintaan/rekomendasi dari Kepolisian baru dapat
melaksanakan Litmas kendala yang dihadapi adalah banyak korban yang
belum memahami akan adanya proses Diversi terhadap kasus anak sehingga

PK harus berupaya untuk menjelaskan kepada korban akan hal tersebut.

b. Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri

Litmas sidang pengadilan negeri adalah litmas yang digunakan dalam

proses sidang pengadilan. Limas ini dilaksanakan dalam hal perkara anak

tidak memenuhi syarat diversi atau perkara anak tersebut gagal diversi.
Dalam pelaksanaannya dengan gagalnya proses Diversi maka

BAPAS Klas 1 Malang membuatkan Litmas untuk sidang pengadilan

dengan membuatkan rekomendasi, setelah mengetahui latar belakang anak,

keluarga, lingkungan masyarakat, dan latar belakang anak melakukan tindak

pidana.®

30 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

31 Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi
Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 18
maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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Fungsi dari dibuatnya Litmas untuk sidang pengadilan negeri ini
adalah untuk memberikan informasi kepada Hakim sebagai pandangan
tentang Anak tersebut baik didalam lingkungan keluarga, maupun
dilingkungan tempat tinggal, latar belakang riwayat anak, latar belakang
keluarga, serta kondisi lingkungan yang ditempati anak.

c. Litmas untuk Anak Usia Dibawah 12 Tahun
Litmas untuk anak usia dibawah 12 tahun merupakan amanat Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak pasal 21 ayat (1) pada bagian penjelasan. Litmas ini
dilaksanakan sebagai rekomendasi bagi penyidik, PK, dan Pekerja Sosial
Profesional untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan
perkara anak yang belum berusia 12 tahun.

Fungsi Litmas yang dilakukan BAPAS Klas 1 Malang di dalam
Litmas untuk Anak Usia Dibawah 12 Tahun adalah menyampaikan amanat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak pasal 21 ayat (1) kepada penyidik untuk tidak
melanjutkan proses hukum melainkan untuk dikembalikan kepada orang
tua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan di instansi pemerintah. Salah satu contoh anak dibawah
usia 12 tahun melakukan tindak pidana kemudian menyita perhatian

masyarakat sekitar sehingga BAPAS Klas 1 Malang merekomendasikan
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agar anak dipindahkan/ditempatkan untuk dibina di BIMA SAKTI, Kota
Batu.*?

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
tahun 2012 pasal 21 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka BAPAS
Klas 1 Malang dalam menangani klien anak yang berumur dibawah 12
tahun tidak melanjutkan proses hukum melainkan untuk dikembalikan
kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan,
pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah.

d. Litmas untuk Saksi dan/atau Korban
Litmas untuk saksi dan/atau korban merupakan amanat Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak pasal 91 ayat (3) bahwa saksi/korban berhak untuk memperoleh
rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga
atau instansi yang menangani perlindungan anak berdasarkan hasil
penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam hal Litmas untuk saksi dan/atau korban selama ini BAPAS
Klas 1 Malang belum pernah membuat, karena belum adanya permintaan
dari penyidik. Melainkan BAPAS Klas 1 Malang hanya sebatas melakukan

penggalian data terhadap korban.®®

32 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

33 Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Darsono, S.H selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang
dilaksanakn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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Dalam pelaksanaannya BAPAS Klas 1 Malang tidak banyak

menerima permintaan Litmas untuk saksi dan/atau korban,

e. Litmas untuk Perawatan di LPAS

Litmas untuk perawatan di LPAS merupakan amanat Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak pasal 65 huruf b dan c serta Keputusan menteri Hukum dan HAM
Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas,
kewajiban, dan Syarat-syarat bagi PK ( Pembimbing Kemasyarakatan)
pasal 2 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan
perawatan terhadap anak selama berada di LPAS, perlu dibuat Litmas
untuk menentukan program perawatan yang tepat bagi anak.

BAPAS Klas 1 Malang atas permintaan LPAS dimintai Litmas
untuk Perawatan pada saat proses peradilannya sudah selesai, Litmas
tersebut fungsinya memberikan arahan kepada pihak LPAS bagaimana
perawatan supaya anak dapat pulih dalam kesatuan hidup dengan merujuk
pada data-data yang dimiliki olehn BAPAS Klas 1 Malang melalui Litmas
yang dilakukan di awal yakni Litmas Diversi dan/atau Litmas untuk sidang
pengadilan agar perawatan tersebut tepat bagi anak.3*

Tujuan dilakukan nya Litmas perawatan di LPAS adalah agar pihak
LPAS dapat dengan mudah memberikan perawatan yang paling tepat
kepada klien anak merujuk pada data Litmas sebelumnya yang dilakukan

oleh BAPAS.

34 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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f. Litmas untuk Pembinaan Awal

Litmas untuk pembinaan awal di LPKA merupakan amanat Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal
65 huruf c, pasal 85 ayat (4), dan keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas,
Kewajiban, dan Syara-syarat bagi PK (Pembimbing Kemasyarakatan)
pasal 2 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan
pembinaan terhadap anak selama berada di LPKA, perlu dibuat Litmas
untuk menentukan program pembinaan awal yang tepat bagi anak.

Sama halnya dengan Litmas Perawatan di LPAS, BAPAS Kilas 1
Malang diminta untuk membuatkan Litmas Pembinaan Awal yang
bertujuan supaya pembinaan yang dilakukan oleh LPKA dapat tepat sesuai
yang dibutuhkan anak merujuk pada data-data yang diperolen BAPAS Klas
1 Malang berupa Litmas Diversi dan/atau Litmas untuk sidang
pengadilan.®®

BAPAS Klas 1 Malang berkewajiban memberikan Litmas
Pembinaan awal kepada LPKA sebagai bahan acuan pihak LPKA untuk
memberikan program pembinaan awal yang tepat kepada klien anak.

g. Litmas untuk Asimilasi (mandiri dan kerjasama pihak ketiga)
Litmas untuk asimilasi yang akan dijalani oleh anak merupakan amanat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak pasal 4 ayat (1) huruf b, pasal 65 huruf e, dan

% Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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Permenkumham 21 tahun 2013 tentang Syarat dab Tata Cara Pemberian
Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pasal 24 ayat (1), yang
mensyaratkat laporan Litmas sebagai bahan pertimbangan diberikannya
asimilasi kepada anak.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang diminta oleh LP (Lembaga
Pemasyarakatan) untuk membuat Litmas Asimilasi dan juga mencarikan
tempat yang cocok bagi anak untuk menjalankan Asimilasi di lembaga-
lembaga yang bersedia dan memberikan pelayanan keterampilan kepada
anak. Salah satu contoh anak asuhan sehingga BAPAS mencarikan panti
asuhan untuk anak menjalankan Asimilasi.*

Dalam pelaksanaannya BAPAS Klas 1 Malang bekerja sama dengan
beberapa lembaga terkait keterampilan agar anak dapat berkembang dan
terampil sehingga saat kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatan
nya kembali.

h. Litmas untuk Integrasi
Litmas integrasi merupakan litmas yang dilakukan dalam rangka
mengembalikan klien anak ke masyarakat dalam bentuk program
Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti
Bersyarat.
Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang diminta oleh LP (Lembaga

Pemasyarakatan) untuk dibuatkan Litmas Integrasi yang bertujuan untuk

% Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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mengembalikan anak tersebut ke dalam kesatuan masyarakat, salah satu
contoh BAPAS Klas 1 Malang memberikan rekomendasi agar anak di
berikan penanganan dengan bertemu psikolog terlebih dahulu sebelum
dikembalikan kepada keluarga.

Litmas yang dilakukan bertujuan agar LP (Lembaga
Pemasyarakatan) sebelum mengembalikan anak kepada keluarga agar
dilakukan penelitian kepada klien anak supaya dapat menjamin bahwa
Klien anak tersebut kembali dengan keadaan yang baik sehingga dapat
diterima dikesatuan masyarakat.

i. Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga

Litmas untuk cuti mengunjungi keluarga merupakan program pembinaan
yang dilakukan untuk mendekatkan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan (Anak) dengan keluarga agar terpelihara hubungan yang
baik diantara mereka sehingga dapat membantu keberhasilan pembinaan
sesuai dengan amanat pasal 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemeberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan
Cuti Bersyarat.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang dimintai oleh LP (Lembaga
Pemasyarakatan) untuk membuat Litmas Cuti Mengunjungi Keluarga,
fungsi Litmas yang dilakukan BAPAS tersebut adalah untuk menggali
informasi apakah keluarga, dan masyarakat dapat menerima anak tersebut

atau tidak demi menjamin keselamatan anak, atau pun meminimalisir hal-
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hal yang tidak di inginkan, salah satu contoh yang BAPAS Klas 1 Malang
alami adalah adanya upaya melarikan diri yang dibantu oleh keluarga
anak.>’

Tujuan dilakukan nya Litmas tersebut adalah agar LP (Lembaga
Pemasyarakatan) dapat mengetahui keadaan keluarga, dan masyarakat
bagaimana, apakah terdapat hal-hal yang membahayakan klien anak atau
tidak.

j. Litmas untuk Pemindahan
Litmas untuk pemindahaan merupakan amanat Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
pasal 86 ayat (3) yang mensyaratkan rekomendasi PK dalam laporan
Litmas sebagai bahan pertimbangan pemindahan Anak ke Lapas Pemuda,
Lapas Dewasa, atau Ke LPKA lainnya atas permintaan sendiri.

Dalam hal ini Litmas Pemindahan yang dilakukan oleh BAPAS Klas
1 Malang yakni guna memberikan data-data anak yang akan di pindahkan
supaya program yang sudah dijalankan di LP sebelumnya dapat menjadi
informasi yang tepat kepada LP selanjutnya.

Tujuan dari Litmas tersebut tidak lain adalah untuk mempermudah
LP dalam melakukan pemindahan klien anak.

k. Litmas untuk Pembimbingan
Litmas untuk pembimbingan merupakan amanat dari Petunjuk Pelaksanaan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 tahun 1987

37 Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi
Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 18
maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan Romawi Ill huruf B angka 2
butir (1) huruf b dan butir (2) huruf b, yang mensyaratkan laporan hasil
Litmas sebagai pedoman untuk menyusun program bimbingan yang akan
dilaksanakan terhadap anak.

Dalam hal ini Litmas untuk Pembimbingan adalah disaat pasca anak
sudah keluar dari LP (Lembaga Pemasyarakatan). Litmas Pembimbingan
tersebut ditujukan untuk BAPAS sendiri guna menyusun program
bimbingan yang akan dilaksanakan terhadap anak. Tujuan dengan adanya
Litmas Pembimbingan tersebut guna mengetahui perkembangan anak
selepas keluar dari LP dan kembali ke kesatuan masyarakat bagaimana
apakah dapat berubah atau tidak.*

Dapat diketahui bahwa Litmas Pembimbingan ini bertujuan agar
BAPAS dapat menyusun program pembimbingan terhadap klien anak
sehingga ditujukan untuk BAPAS sendiri. Setelah anak keluar dari LP
maka anak tersebut masih harus mendapat pembimbingan dan pengawasan
dari pihak BAPAS yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak
selama berada dilingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing
Kemasyarakatan mempunyai jangka waktu penyelesaian terhadap masing-

masing bentuk LITMAS yakni sebagai berikut :

38 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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Jangka Waktu Penyelesaian Penelitian Kemasyarakatan

NO | JENISLITMAS BATAS WAKTU | KETERANGAN
PENYELESAIAN
1 | Litmas Untuk Diversi | 3 (tiga) hari kerja Sejak  permintaan
diterima
2 | Litmas untuk Sidang | 3 (tiga) hari kerja Sejak upaya diversi
Pengadilan Negeri di tigkat pengadilan
gagal/kesepakatan
diversi dinyatakan
tidak
dilaksanakan/sejak
permintaan
diterima bagi
perkara Anak yang
tidak  memenuhi
syarat diversi
3 | Litmas untuk Anak | 3 (tiga) hari kerja Sejak  permintaan
Usia di bawah 12 (dua diterima
belas) tahun
4 | Litmas untuk Saksi | 3 (tiga) hari kerja Sejak  permintaan
dan/atau Korban diterima
5 | Litmas untuk 3 (tiga) hari kerja Sejak dimulai
Perawatan di LPAS pelaksanaan Litmas
6 | Litmas Pembinaan 3 (tiga) hari kerja Sejak dimulai
Awal pelaksanaan Litmas
7 | Litmas Asimilasi 7 (tujuh) hari kerja | Sejak dimulai
(mandiri dan pelaksanaan Litmas
kerjasama pihak
ketiga)
8 | Litmas Integrasi 7 (tujuh) hari kerja | Sejak dimulai
pelaksanaan
Litamas
9 | Litmas untuk Cuti 7 (tujuh) hari kerja | Sejak dimulai
Mengunjungi pelaksanaan Litmas
Keluarga
10 | Litmas untuk 7 (tujuh) hari kerja | Sejak dimulai
Pemindahan pelaksanaan Litmas
11 | Litmas untuk 7 (tujuh) hari kerja | Sejak dimulai

Pembimbingan

pelaksanaan Litmas

(Data Sekunder : diolah oleh penulis 2019)
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan batas
waktu penyelesaiaan antar Litmas yang dimana sudah diatur didalam UU
SPPA.

Adapun Sistematika Laporan Litmas yang dilaksanakan oleh PK
(Pembimbing Kemasyarakatan) memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan
Bagian ini berisi uraian tentang asal permintaan pelaksanaan Litmas
dengan menjabarkan nomor dan tanggal surat permintaan. Selain itu,
dijelaskan juga tujuan dilaksanakan Litmas ini secara singkat serta
pihak-pihak yang dijadikan informasi dalam kegiatan ini. Secara
sederhana, bagian ini bisa dianalogikan dengan bagian abstrak dalam
sebuah aktifitas penelitian pada umumnya.

2. ldentitas
Bagian ini berisi tentang identitas lengkap terkait klien anak, orang tua/
wali klien anak, pasangan klien anak (apabila sudah menikah), serta
susunan keluarga klien anak.

3. Riwayat hidup dan Perkembangan Klien Anak
Berisi uraian tentang riwayat kelahiran, pertumbuhan dan
perkembangan klien anak yang meliputi ; riwayat medis kelahiran klien
anak, riwayat pertumbuhan fisik klien anak dan perkembangan
psikososial klien anak dengan lingkungannya. Selain itu bagian ini

berisi uraian riwayat pendidikan klien anak meliputi ; pendidikan dalam

3 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Standar Penelitian Kemasyarakatan, Jakarta,
2015, Hal. 9-12.
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keluarga klien anak, pendidikan formal klien anak, dan pendidikan
non-formal klien anak. Selanjutnya bagian ini menguraikan riwayat
tingkah laku klien anak yang meliputi ; bakat dan potensi yang dimiliki
klien anak, relasi sosial dengan orang tua dan keluarga, ketaatan klien
anak dalam menjalani agama, kebiasaan positif klien anak, kebiasaan
negatif klien anak, sikap klien anak dalam mengikuti pendidikan,
riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien anak apabila
ada, dan riwayat penggunaan rokok, napza dan alkohol oleh klien anak
bila ada.

Kondisi Orang Tua

Bagian ini berisi uraian singkat tentang riwayat perkawinan orang tua
klien anak meliputi waktu dan tempat pernikahan, dukungan berbagai
pihak terhadap perkawinan tersebut, kondisi hubungan orang tua
termasuk riwayat perceraian orang tua bila orang tua telah berpisah dan
lain-lain. Uraian secara singkat hubungan, sikap dan perlakuan orang
tua terhadap klien anak dan anggota keluarga lainnya. Dalam bagian ini
juga dijelaskan relasi sosial didalam keluarga klien anak diantara
anggota keluarga lainnya serta orang tua klien anak dengan masyarakat
sekitar tempat tinggal.

Kondisi Sosial Lingkungan Tempat Tinggal Klien Anak

Berisi uraian singkat dan jelas tentang relasi diantara masyarakat
disekitarnya dengan menggambarkan interaksi dan komunikasi
masyarakat di sekitarnya. Misalnya pola hubungan masyarakat (gotong

royong) dll, selain itu, bagian ini menjelaskan kondisi ekonomi,
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budaya, pendidikan dan lingkungan masyarakat di tempat tinggal klien
anak.
. Riwayat Tindak Pidana
Berisi  uraian  secara  singkat mengenai hal-hal  yang
mendorong/mengapa klien anak melakukan tindak pidana, misalnya :
karena niat, kesempatan, pengaruh teman, pengaruh korban, terpaksa,
sakit hati, dendam, ancaman pihak lain dan lain-lain. Jika klien anak
tidak memiliki motivasi khusus maka juga harus diungkapkan disisni,
termasuk latar belakang klien anak hingga terlibat tindak pidana.
Selain itu bagian ini juga menjelaskan kronologis kejadian/perkara
yang melibatkan klien anak, keadaan korban akibat tindak pidana yang
dilakukan oleh korban serta akibat tindak pidana terhadap klien anak,
orang tua klien anak dan masyarakat.
. Tanggapan Berbagai Pihak
Berisi uraian singkat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan
pengakuan dan tanggapan klien anak atas perbuatan yang telah
dilakukannya, tanggapan orang tua/keluarga klien anak berkenaan
dengan perbuatan klien anak, tanggapan korban, orang tua korban,
masyarakat, dan pemerintah setempat berkenaan dengan perbuatan
klien anak.

Selain itu perlu juga diuraikan dampak yang ditimbulkan dari
masalah atau tindak pidana yang terjadi bagi korban, keluarganya dan
masyarakat serta akibat yang ditimbulkan terhadap keluarga dan juga

klien anak itu sendiri.
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Evaluasi Perkembangan Pembinaan Tahap Awal, Asimilasi, dan

Integrasi.

Berisi uraian dan penjelasan tentang :

1) Waktu pentahapan pembinaan sesuai dengan masa pidana yang
sudah dijalani;

2) Program pembinaan kepribadian yang diikuti;

3) Program pembinaan kemandirian yang diikuti;

4) Pengaruh program pembinaan yang diikuti terhadap perilaku yang
ditunjukan selama menjalani masa pidana; dan

5) Evaluasi terhadap pembinaan yang diikuti.

Risalah Diversi

Berisi catatan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) pada saat mengikuti

proses diversi apabila sebelumnya dilakukan proses diversi. Apabila

klien anak tidak dilakukan diversi, maka bagian ini dijelaskan bahwa

Klien anak tidak melewati proses diversi dengan menjelaskan

alasannya.

Hasil Rekomendasi Assesmen

Berisi uraian hasil rekomendasi assesmen (assesmen risiko dan

kebutuhan, psikis/fisik/kesehatan/sosial/dll) yang pernah dilakukan

terhadap klien anak apabila ada.

Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan

penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
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Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut : perkembangan klien
anak sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana, kronologis tindak
pidana, faktor penyebab terjadinya tindak pidana, pandangan keluarga,
korban, dan masyarakat, serta hal-hal yang meringankan atau
memberatkan klien anak. Bagian analisis ini dinarasikan sesuai dengan
data dan informasi yang telah didapatkan di lapangan.

Kesimpulan

Kesimpulan bukanlah rangkuman atas uraian yang sebelumnya telah
dikemukakan dalam laporan Litmas, melainkan kajian secara
mendalam, ringkas dan jelas tentang permasalahan klien anak
berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan dinarasikan
dalam bentuk pokok-pokok masalah yang bisa diperoleh dari hasil
analisis memuat faktor terjadinya tindak pidana.

Pemberian rekomendasi didasarkan pada kepentingan klien anak.
Keluarg, korban dan sikap masyarakat berdasarkan ketentuan
perundang-undangan dan standar rekomendasi Litmas.

Penutup
Bagian ini berisi kalimat penutup laporan seperti pada umumnya serta
tanggal penyelesaian laporan yang dilengkapi dengan tanda tangan PK

(Pembimbing Kemasyarakatan) serta Kepala BAPAS.
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C. KONTRIBUSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP
ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.

Sistem pemasyarakatan hadir sebagai sistem koreksional yang
berlandaskan paradigma reintegrasi sosial guna mempersiapkan para
pelanggar hukum untuk dapat hidup normal, tertib hukum,
bertanggungjawab, dan diterima oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya,
sistem pemasyarakatan memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu fungsi perawatan
(Rutan/LPAS), fungsi pembinaan (Lapas/LPAS), fungsi bimbingan Kklien
pemasyarakatan (BAPAS), serta fungsi pengelolaan benda sitaan dan
barang rampasan negara (Rupbasan).

Fungsi pembimbingan yang dilakukan yang dilakukan oleh Balai
Pemasyarakatan merupakan jantung dari sistem pemasyarakatan. Fungsi
pembimbingan ini mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
untuk dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan mendampingi Anak
yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam menjalani proses hukum.

Dalam menjalankan fungsi bimbingan klien pemasyarakatan, Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran yang kompleks sekaligus
komprehensif. Kompleks karena fungsi bimbingan klien pemasyarakatan
terdiri atas 4 (empat) aktifitas yang menuntut kompetensi bagi
pelaksananya, yakni : Pembimbingan, Pendampingan, Pengawasan dan
Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Sejatinya aktifitas yang terakhir
disebut merupakan acuan formal bagi ketiga aktifitas lainnya. Mengingat

Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan dasar awal BAPAS
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mengetahui dan menggali informasi dan data-data anak yang melakukan
tindak pidana pada saat proses Litmas untuk Diversi dan Litmas untuk
Sidang Pengadilan Negeri, selanjutnya Litmas tersebut menjadi acuan yang
tepat bagi proses Pembimbingan, Pendampingan, dan Pengawasan.*

Litmas seolah-olah menjadi mercusuar yang menunjukan jalan yang
terang bagi pelaksanaan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan.
Apabila mercusuar tidak mengarahkan kapal pada jalan yang benar, niscaya
kapal akan jauh dari selamat. Oleh karena itu, penting kiranya agar kita
dapat memahami Litmas ini secara lebih cermat dan holistik.

Pentingnya Litmas untuk dipahami secara cermat dan holistik
dilandasi aturan perundang-undangan yang mengamanatkan kepada seluruh
aparat penegak hukum untuk dapat menjadikan laporan litmas sebagai
bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu,
sinergitas proses perlakuan dan pembimbingan pelanggar hukum diantara
aparat penegak hukum dengan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) sangat
penting. Peran dan tugas dimaksud sangat tergantung pada laporan hasil
litmas yang didalamnya tercakup assesmen resiko dan kebutuhan.** Hal ini
sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Saat ini Litmas sangat dibutuhkan

disetiap proses hukum, mulai dari pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca-

40 Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Darsono, S.H selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang
dilaksanakn pada tanggal 18 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

41 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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ajudikasi. UU SPPA bahkan mensyaratkan Litmas dalam proses peradilan
pidana dan menjadi batal demi hukum apabila laporan Litmas tidak
disertakan dalam pengambilan putusan hakim. Dalam proses reintegrasi,
posisi laporan Litmas juga menjadi syarat substantif dalam proses
pengajuan reintegrasi WBP (warga Binaan Pemasyarakatan) ke tengah-
tengah masyarakat. Khusus untuk Litmas di pengadilan, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 38 ayat (4)
dijelaskan bahwa :

“’Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat
dilaksanakan terhadap tersangka dewasa”

Hal ini menunjukan begitu pentingnya Litmas dalam sistem peradilan
pidana secara umum. Semenjak diberlakukannya UU SPPA, Litmas
menjadi semakin signifikan sebagai salah satu instrumen yang dibutuhkan
dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik anak. Mengingat penting
dan besarnta kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan atau Case
Study dalam membantu Hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan
seadil-adilnya, dan unutuk menentukan terapi pembinaan, isi laporan Limas
(Penelitian Kemasyarakatan) ini harus bisa memberikan gambaran tentang
latar belakang kehidupan klien anak, baik di masa lalu maupun setelah
menjadi klien pemasyarakatan.*?

Hal ini tentu perlu ditanggapi secara serius karena anak merupakan

kelompok generasi calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Oleh

42 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Medan,
Refika Aditama, 2012, Hal. 181.
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karena itu signifikansinya, diharapkan kualitas Litmas anak dapat
meningkatkan guna memenuhi kebutuhan aparat penegak hukum. Salah
satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas Litmas anak adalah
menetapkan standar Litmas anak yang komprehensif, yang dapat
memudahkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Litmas
serta menyusun laporannya. Standar Litmas anak juga dikerjakan oleh
Pembimbing Kemasyarakatan melalui sebuah instrumen penilaian kinerja
yang terukur. Dapat diketahui dari pembahasan diatas bahwa kontribusi
Litmas  (Penelitian =~ Kemasyarakatan) oleh PK  (Pembimbing
Kemasyarakatan) dalam memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak
pidana adalah memberikan rekomendasi dan saran bagi penegak hukum
agar klien anak tersebut mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang tepat
sesuai dengan apa yang dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak, agar klien
anak tersebut setelah kembali kemasyarakat bisa diterima oleh masyarakat
dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar.*®

Dalam membuat rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan, Balai
Kemasyarakatan mempunyai pedoman penyusunan rekomendasi yakni

sebagai berikut :

a. Rekomendasi Dalam Upaya Diversi
1. Pengembalian kerugian, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
a. Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang

dinyatakan secara tertulis

43 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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b. Orang tua atau wali siap bertanggungjawab untuk melakukan
pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang
dikuatkan dengan surat pernyataan

c. Kerugian korban dapat diukur secara materi

d. Kondisi ekonomi orang tua atau wali dinilai mampu

e. Adanya kesanggupan orang tua atau wali untuk mengganti kerugian
yang dikuatkan dengan surat pernyataan.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang memberikan upaya
pengembalian kerugian yang didapat oleh korban dengan proses
negosiasi, disinilah peran BAPAS muncul agar menjadi filter dan/atau
penengah bagi anak dan korban guna tercapainya proses kesepakatan
untuk Diversi.**

Dalam pelaksanaannya BAPAS Klas 1 Malang sering mendapat
kesulitan/kendala dalam proses negosiasi antara klien anak dan korban
yang tidak menemui kesepakatan.

2. Rehabilitasi medis dan/atau psikososial, indikator pokok yang harus
dipertimbangkan adalah :

a. Adanya surat keterangan dari pihak yang berkompeten yang
merekomendasikan anak untuk menjalani perawatan medis
dan/atau psikososial

b. Adanya persetujuan dari pihak keluarga (orang tua atau wali).

44 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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Salah satu contoh peran BAPAS Klas 1 Malang, anak yang terlibat
dalam pemakaian obat-obatan terlarang maka perlu dibawa ke
rehabilitasi guna memulihkan anak tersebut, dan/atau korban menderita
luka maka perlu dibawa ke medis, kemudian apabila anak menderita
kelainan dalam hal ini suka sesama jenis maka perlu dibawa ke
psikososial.*®

Upaya rehabilitasi medis dan/atau psikososial adalah salah satu
upaya yang direkomendasikan oleh BAPAS kepada klien anak agar

dapat kembali ke keluarga dan masyarakat dengan keadaan yang baik.

3. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, indikator pokok yang

harus dipertimbangkan :

a. Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang
dinyatakan secara tertulis

b. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan,
bimbingan dan pengawasan terhadap anak

c. Orang tua atau wali siap untuk meningkatkan pembinaan,
pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang dikuatkan
dengan surat pernyataan

d. Adanya kepastian bahwa anak akan tinggal bersama orang tua wali

yang dikuatkan dengan surat pernyataan

4> Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi
Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 18
maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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e. Masyarakat di sekitar tempat tinggal anak mendukung
pengembalian anak kepada orang tua atau wali anak
f. Lingkungan sosial tempat orang tua atau wali dinilai baik dan

kondusif bagi anak.

Dalam hal ini peran BAPAS Klas 1 Malang yakni untuk mengetahui

kesanggupan keluarga apakah mampu atau tidak untuk membimbing

anak tersebut.

. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan

atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, indikator pokok yang harus

dipertimbangkan :

a. Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang
dinyatakan secara tertulis

b. Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina,
membimbing dan mengawasi anak

c. Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga pendidikan atau LPKS
yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari lembaga tersebut

d. Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan atau LPKS dinilai sesuai dengan kebutuhan anak dan
mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik

e. Kondisi anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.
Dengan melihat kesanggupan keluarga apabila tidak mampu maka

disini peran BAPAS Klas 1 Malang untuk menyalurkan anak kepada
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LPKS dengan melihat kebutuhan anak untuk bekal keterampilan kelak

ketika anak kembali ke kehidupannya di dalam kesatuan masyarakat.*®
Tujuan dari rekomendasi ini adalah agar anak dapat diberikan

pendidikan atau keterampilan sehingga ketika kembali ke kesatuan

masyarakat dapat menyesuaikan diri sesuai bakat dan kemampuan

anak.

5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan, indikator pokok yang

harus dipertimbangkan :

a. Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang
dinyatakan secara tertulis

b. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan,
bimbingan dan pengawasan terhadap anak

c. Orang tua siap untuk meningkatkan pembinaan, bimbinga dan
pengawasan terhadap anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan

d. Di lingkungan sekitar tempat tinggal anak terdapat hal yang dinilai
dapat dikerjakan anak sebagai bentuk pelayanan masyarakat.

sejauh ini BAPAS Klas 1 Malang memberikan rekomendasi agar anak

bekerja di kantor-kantor pelayanan masyarakat, baik kantor kelurahan,

kantor POLSEK, ataupun di pekerjakan di rumah korban guna

membuat unsur jera bagi anak.*’

46 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

47 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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Rekomendasi ini bertujuan agar klien anak mendapatkan
pengalaman, dan unsur jera agar tidak mengulangi perbuatannya
kembali.
b. Rekomendasi Litmas dalam Sidang Pengadilan Anak
1. Anak dikembalikan kepada orang tua, indikator pokok yang harus
dipertimbangkan ;
a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7
(tujuh) tahun
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan melakukan kembali tindak
pidana
d. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan,
bimbingan dan pengawasan terhadap anak

e. Orang tua atau wali siap untuk meningkatkan pembinaan,
pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dikuatkan
dengan surat pernyataan

f. Adanya kepastian bahwa anak akan tinggal bersama orang tua wali
yang dikuatkan dengan surat pernyataan

g. Masyarakat disekitar tempat tinggal anak mendukung
pengembalian anak kepada orangg tua atau wali anak

h. Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua atau wali anak dinilai

baik dan kondusif bagi anak.
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Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang memberikan rekomendasi agar

anak dikembalikan kepada orang tua/wali dengan melihat kesanggupan

orang tua/wali dalam membimbing anak tersebut.

. Penyerahan kepada seseorang, indikator pokok yang harus

dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah
7 (tujuh) tahun

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak
pidana

d. Keberadaan orang tua atau wali anak tidak jelas atau kondisi orang
tua /wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan
mengawasi anak

e. Adanya pihak selain orang tua yang dinilai dekat dengan anak, baik
secara garis kekerabatan keluarga atau karena hal lainnya yang
sanggup menerima anak sebagai penanggungjawab yuridis

f. Kondisi pihak yang siap menerima anak dinilai mampu
melaksanakan pembinaan. Pembimbingan dan pengawasan
terhadap anak

g. Lingkungan sosial pihak yang siap menerima anak dinilai baik dan
kondusif

BAPAS Klas 1 Malang memberi rekomendasi anak diserahkan kepada

orang lain apabila orang tua tidak sanggup untuk membimbing dan

mengawasi anak tersebut, tentunya dengan melihat pula si penerima



77

bertanggungjawab atau tidak. Dan apabila kondisi lingkungan sosial di
rumah orang lain dianggap lebih kondusif daripada di rumah orang tua
anak.

. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa, indikator pokok yang harus

dipertimbangkan :

a. Adanya Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten (psikiater
atau lembaga terkait) yang merekomendasikan anak untuk
mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa

b. Adanya persetujuan dari pihak keluarga (orang tua atau wali).

Dalam hal setelah melakukan Litmas anak tersebut diindikasikan

mengalami gangguan jiwa maka BAPAS Klas 1 Malang dapat

merekomendasikan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS),

indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penajara dibawah
7 (tujuh) tahun

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak
pidana

d. Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina,
membimbing, dan mengawasi anak

e. Adanya kesiapan dan kesediaan dari LPKS yang dikuatkan dengan

surat rekomendasi dari lembaga tersebut
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Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan atau LPKS dinilai sesuai dengan kebutuhan anak dan
mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik

Kondisi anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.

Dengan melihat kesanggupan keluarga apabila tidak mampu maka

disini peran BAPAS Klas 1 Malang untuk menyalurkan kepada LPKS

guna untuk dilakukan perawatan dengan melihat kebutuhan anak untuk

bekal keterampilan kelak.

Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan pemerintah atau badan swasta, indikator pokok yang harus

dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penajara di bawah

7 (tujuh) tahun

Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak
pidana

Kondisi orang tua atau wali dinilai tak mampu membina,
membimbing, dan mengawasi anak

Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga yang ditunjuk dengan
dikuatkan oleh adanya surat rekomendasi dari lembaga tersebut
Kondisi anak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga

yang ditunjuk.
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Dengan melihat kesanggupan keluarga apabila tidak mampu maka
disini peran BAPAS Klas 1 Malang untuk menyalurkan kepada LPKS
dengan melihat kebutuhan anak untuk bekal keterampilan kelak.

. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi, indikator pokok yang harus

dipertimbangkan :

a. Tindak pidana yang dilakukan anak terkait dengan kecelakaan lalu
lintas yang menyebabkan adanya korban luka berat atau korban
jiwa

b. Adanya rekomendasi dari pihak berkompeten yang menyatakan
bahwa anak tidak layak mengendarai kendaraan bermotor

c. Tindak pidana yang dilakukan anak terkait dengan kecelakaan lalu
lintas yang menyebabkan adanya korban luka berat maupun korban
jiwa

d. Tindak pidana yang dilakukan anak adalah dengan memanfaatkan
penggunaan atau pemakaian kendaraan bermotor

e. Adanya rekomendasi dari pihak berkompeten yang menyatakan
bahwa anak tidak layak mengendarai kendaraan bermotor.

Apabila anak sudah berusia 17 tahun dan sudah mempunyai SIM maka

BAPAS dapat merekomendasikan agar Surat ljin Mengemudi tersebut

dicabut sementara.

. Perbaikan akibat tindak pidana, indikator pokok yang harus

dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah

7 (tujuh) tahun
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b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak
pidana

d. Orang tua atau wali siap bertanggung jawab untuk melakukan
pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang
dilakukan dengan surat pernyataan

e. Kerugian korban dapat diukur secara materi

f. Kondisi ekonomi orang tua atau wali dinilai mampu

g. Adanya kesanggupan orang tua atau wali untuk mengganti kerugian
yang dikuatkan dengan surat pernyataan.

Dalam arti anak dapat mengganti kerugian yang di dapat oleh korban

melalui rekomendasi yang diberikan olen BAPAS dengan melihat

kondisi ekonomi orang tua anak.

. Pidana peringatan, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh)
tahun atau lebih

b. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana

c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak
pidana

d. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan,
pembimbingan dan pengawasan terhadap anak

e. Orang tua atau wali siap untuk meningkatkan pembinaan,
pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dikuatkan

dengan surat pernyataan
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f. Adanya kepastian bahwa anak akan tinggal bersama orang tua wali
yang dikuatkan dengan surat pernyataan

g. Adanya dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal anak untuk
membantu membina, membimbing dan megawasi anak

h. Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua atau wali dinilai baik
dan kondusif bagi anak.

9. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga atau pelayanan
masyarakat atau pengawasan), indikator pokok yang harus
dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh)
tahun atau lebih

b. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana

c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak
pidana

d. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan,
pembimbingan dan pengawasan terhadap anak

e. Lingkungan masyarakat dinilai kondusif bagi anak dan bersedia
membantu dalam pembinaan, pembimbingan dan pengawasan
terhadap anak.

10. Pelatihan kerja, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh)
tahun atau lebih

b. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana
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c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak
pidana

d. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan,
pembimbingan dam pengawasan terhadap anak

e. Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga penyelenggara pelatihan
kerja yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari lembaga
tersebut

f. Anak berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih

g. Jenis pelatihan kerja yang diprogramkan dinilai cocok dan dapat
diikuti oleh anak

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang memberikan rekomendasi agar

anak disalurkan ke lembaga-lembaga yang mengajarkan keterampilan

kerja guna mengembalikan anak sebagai pribadi yang mandiri sesuai

dengan bakat dan minat anak tersebut.

Pembinaan dalam lembaga, indikator pokok yang harus

dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun
atau lebih

b. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana

c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak
pidana

d. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mampu membina,
membimbing dan mengawasi anak tersebut atau keberadaan orang

tua atau wali tidak jelas
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e. Adanya Kkesiapan dan kesediaan lembaga kompeten yang
dituangkan dalam surat rekomendasi dari lembaga tersebut

f. Anak berusia 15 tahun atau lebih.

Dengan adanya Litmas yang dilakukan oleh BAPAS maka dapat

diketahui bagaimana kehidupan keluarga, dan lingkungan masyarakat

apakah kondusif untuk anak tersebut. BAPAS juga menilai anak apakah

ada kecenderungan bahwa anak tersebut akan mengulangi tindak

pidana kembali. Sehingga BAPAS memberikan rekomendasi dalam

LITMAS nya untuk anak agar diberikan pembinaan kepada lembaga

yang kompeten.*8

Tujuan dari rekomendasi pembinaan dalam lembaga adalah agar klien

anak dapat mendapat pembinaan dari lembaga yang kompeten,

sehingga dapat menjadikan anak tidak mengulangi tindak pidana

kembali.

12. Penjara, indikator yang harus dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh)
tahun atau lebih

b. Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana

c. Ada penilaian cenderung dapat mengulangi kembali tindak pidana

d. Kondisi orang tua atau keberadaan orang tua atau wali tidak jelas

Dalam hal anak dapat dipenjara apabila hasil LITMAS yang dilakukan

oleh BAPAS bahwa anak tersebut dinilai memenuhi indikator diatas.

48 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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c. Rekomendasi Litmas Untuk Pemberian Program Pembinaan di
Lapas atau LPKA
1. Rekomendasi Program Pembinaan Awal, indikator pokok yang harus
dipertimbangkan :
a. Setiap narapidana Bl wajib dibuatkan Litmas
b. Laporan Litmas terdahulu dilengkapi dengan hasil asesmen resiko
dan asesmen kebutuhan dijadikan rujukan awal, ditambah data lain
baru yang dianggap perlu sesuai kebutuhan pembinaan
c. Rekomendasi untuk pembinaan awal harus didasarkan kepada
laporan hasil Litmas, asesmen resiko dan asesmen kebutuhan
d. Kebutuhan pembinaan dituangkan dalam rencana program
pembinaan tahan awal yang memuat :
1) Faktor atau indikator yang dominan yang menyebabkan WBP
melakukan tindak pidana
2) Permasalahan WBP
3) Jenis program yang akan diberikan, jenis program pembinaan
yang ada di Lapas
4) Tujuan program
5) Strategi atau cara pelaksanaan program, meliputi :
a) Pihak lain yang akan dilibatkan (baik didalam maupun diluar
lembaga)
b) Jangka waktu pelaksanaan program
¢) Pengawasan dan Evaluasi program

d) Pelaporan
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BAPAS Klas 1 Malang diminta untuk membuatkan Litmas Pembinaan
Awal yang bertujuan supaya pembinaan yang dilakukan oleh LPKA
dapat tepat sesuai yang dibutuhkan anak merujuk pada data-data yang
diperoleh BAPAS Klas 1 Malang di awal berupa Litmas Diversi
dan/atau Litmas untuk sidang pengadilan.*®

Rekomendasi Litmas pembinaan awal sangat berpengaruh bagi klien

anak karena dari proses pembinaan ini klien anak dapat diberikan

program pembinaan yang sesuai dengan porsi yang dibutuhkan klien
anak untuk memperbaiki perilakunya.
2. Program Asimilasi, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

a. WBP telah berkelakuan baik yang dibuktikan dengann surat
keterangan dari Kepala Lapas atau Kepala LPKA bahwa WBP tidak
pernah tercatat dalam Register

b. Adanya perubahan perilaku yang diperkuat dengan dengan data
dukung

c. WBP telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
melakukan tindak pidana lagi dikuatkan oleh surat pernyataan yang
ditandatangani oleh WBP di atas materai

d. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan

benar dengan dibuktikan dengan adanya foto copy identitas

49 Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi
Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 18
maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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kependudukan yang sah dan/atau surat keterangan domisili yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat
e. Adanya pernyataan dari penanggung jawab WBP / anak untuk
membantu memperlancar pelaksanaan program Asimilasi yang
diberikan kepada WBP yang dikuatkan dengan surat pernyataan
yang ditandatangani oleh penanggung jawab di atas materai
secukupnya
f. WBP berjanji akan mematuhi aturan yang berlaku selama yang
bersangkutan menjalani Asimilasi dan tidak akan melarikan diri
yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh
yang bersangkutan di atas materai secukupnya
g. Bila Asimilasi bekerja sama dengan pihak ketiga, maka hal-hal
lainnya yang harus dipenuhi adalah :
1) Perusahaan / lembaga tertentu tempat WBP  menjalani
Asimilasi memenuhi syarat hal-hal sebagai berikut :
a) Status hukum jelas dan benar
b) Beralamat jelas dan benar
c) Lingkungan sekitarnya dinilai kondusif
2) Adanya surat jaminan dari perusahaan / lembaga tertentu untuk
memperlancar pelaksanaan program asimilasi.
Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang diminta oleh LP (Lembaga
Pemasyarakatan) untuk membuat Litmas Asimilasi dan juga
mencarikan tempat yang cocok bagi anak untuk menjalankan Asimilasi

di lembaga-lembaga yang bersedia dan memberikan pelayanan
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keterampilan kepada anak. Salah satu contoh anak asuhan sehingga
BAPAS mencarikan panti asuhan untuk anak menjalankan Asimilasi.>
Rekomendasi ini bertujuan agar klien anak diberikan kesempatan untuk
belajar di lembaga-lembaga yang bersedia supaya anak dapat berubah
dan memiliki keterampilan yang nantinya bermanfaat ketika keluar dari
LP.
3. Program Reintegrasi
a. Pembebasan Bersyarat (PB), indikator pokok yang harus
dipertimbangkan :

1) WBP telah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Kepala Lapas atau Kepala LPKA bahwa WBP
tidak pernah tercatat dalam Register

2) WABP telah menjalani hukuman selama 2/3 dari masa pidananya
dan 2/3 tersebut sekurang kurangnya adalah 9 (sembilan) bulan,
sedangkan untuk anak telah menjalani %2 (setengah) masa
pidana

3) WBP / anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan melakukan tindak pidana lagi dikuatkan oleh surat
pernyataan yang ditandatangani oleh WBP di atas materai
secukupnya

4) WBP / anak akan mematuhi aturan yang berlaku di BAPAS

yang dituangkan dalam surat perjanjian sebelum bebas

50 Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi
Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn
pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.
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Penanggung jawab mempunyai hubungan keluarga yang jelas
dan benar dengan WBP / anak (dibuktikan dengan surat
pernyataan komitmen bersama antara PK dan penanggung
jawab/penjamin)

Penanggung jawab memiliki rumah tinggal dengan alamat jelas
dan benar

Pernyataan tanggung jawab dari penanggung jawab WBP atas
program PB yang diberikan kepada klien anak

Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien anak selama yang
bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif
Masyarakat tidak keberatan menerima klien anak untuk

menjalankan PB di lingkungan mereka

10) Adanya rekomendasi persetujuan dari pemerintah setempat

. Cuti Menjelang Bebas (CMB), hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

1)

2)

3)

4)

WBP telah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Kepala Lapas atau Kepala LPKA bahwa WBP
tidak tidak pernah tercatat dalam Register

WABP telah menjalani masa pidananya sesuai dengan ketentuan
WBP akan mematuhi aturan yang berlaku di BAPAS yang
dituangkan dalam surat perjanjian sebelum bebas

WBP telah menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak
akan melakukan tindak pidana lagi (dibuktikan dengan surat

pernyataan)
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7)
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9)
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Penanggung jawab mempunyai hubungan keluarga yang jelas
dan benar dengan WBP (dibuktikan dengan surat pernyataan
komitmen bersama antara PK dan penanggung jawab/penjamin
Penanggung jawab memiliki rumah tinggal dengan alamat yang
jelas dan benar

Pernyataan tanggung jawab dari penanggung jawab klien anak
atas program CMB yang diberikan kepada WBP / anak
Lingkungan masyarakat tempat tinggal selama yang
bersangkutan menjalani CMB dinilai baik dan kondusif
Masyarakat tidak keberatan menerima WBP untuk menjalankan

CMB dilingkungan mereka

10) Adanya rekomendasi persetujuan dari pemerintah setempat

Cuti Bersyarat (CB), indikator pokok yang harus dipertimbangkan:

1)

2)

3)

4)

Pidana penjara maksimal 1 tahun 3 bulan dan telah menjalani
minimal 6 bulan masa pidana

WBP telah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Kepala Lapas atau Kepala LPKA bahwa WBP
tidak pernah tercatat dalam Register

WBP telah menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak
akan melakukan tindak pidan lagi (diperkuat dengan surat
pernyataan yang ditandatangani oleh WBP di atas materai)
Penanggung jawab memiliki rumah tinggal dengan alamat jelas

dan benar
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5) Penanggung jawab mempunyai hubungan keluarga yang jelas
dan benar dengan WBP (dibuktikan dengan surat pernyataan
komitmen bersama antara PK dan  Penanggung
jawab/penjamin)

6) Pernyataan tanggung jawab dari penanggung jwab klien anak
atas program CB yang diberikan kepada WBP

7) WBP akan mematuhi peraturan yang berlaku selama masa
bimbingan yang dituangkan dalam surat perjanjian sebelum
bebas

8) Lingkungan masyarakat tempat tinggal selama yang
bersangkutan menjalani CB dinilai baik dan kondusif

9) Masyarakat tidak keberatan menerima WBP untuk menjalankan
CB di lingkungan mereka

10) Adanya rekomendasi persetujuan dari pemerintah setempat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis

diatas, maka didapat kesimpulan antara lain:

1. ada beberapa bentuk laporan penelitian yang dibuat oleh Balai
Pemasyarakatan baik pada proses pra-ajudikasi, ajudikasi, dan pasca-
ajudikasi yang keseluruhan laporan penelitian tersebut sangat
dibutuhkan dalam setiap proses hukum.

2. Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang dalam rangka
pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan mempunyai peran
penting dalam mensukseskan sistem peradilan anak, yaitu melakukan
pendampingan, pembimbingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tujuan daripada sistem
peradilan anak dapat tercapai dengan maksimal, yaitu menjamin
perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menjalankan
perannya terkait dengan pendampingan, Balai Pemasyarakatan juga
menjalankan fungsinya yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan dan
menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut kepada
hakim sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak
yang berkonflik dengan hukum. Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan

oleh Petugas Kemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan.
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3. Kontribusi dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut memberikan
rekomendasi-rekomendasi terhadap penegak hukum baik tingkat
penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun setelah putusan pengadilan
sebagai bahan pertimbangan terbaik bagi anak sehingga anak dapat
menerima pembimbingan yang tepat.

B. SARAN

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang kehidupannya harus selalu
dilindungi dan diperhatikan. Tidak terkecuali dengan anak yang berhadapan
dengan hukum atau yang biasa disebut dengan ABH. Bentuk perlindungan
yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya
adalah dengan adanya Lembaga Balai Pemasyarakatan yang siap
mendampingi, mengawas, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi
kepada hakim sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan
perkara. Namun ternyata BAPAS dalam menjalankan tugasnya masih
mendapatkan beberapa kendala. Untuk itu adapun saran yang diberikan
penulis adalah:

1. Pihak BAPAS yang memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan
kunjungan secara rutin atau lebih dari dua kali dapat menyebabkan
kurang maksimalnya pemantauan kehidupan klien anak langsung di
lapangan, mengingat medan yang harus ditempuh oleh pegawai BAPAS
tidak selalu dekat dan mudah, serta banyaknya lokasi yang harus
dikunjungi. Sehingga pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan

anggaran operasional yang dibutuhkan oleh Balai Pemasyarakatan.
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2. Terbatasnya asset bangunan BAPAS untuk melakukan pelatihan dan
pembimbingan kerja ditempat BAPAS sendiri, sehingga menyebabkan
kesulitan bagi pihak BAPAS untuk melakukan pelatihan kerja dan
keterampilan yang membutuhkan ruangan atau area yang dapat memuat
klien-klien BAPAS. Dalam hal ini pemerintah juga diharapkan
memperhatikan fasilitas yang diperlukan oleh BAPAS untuk menunjang
kegiatan yang dilakukan.

3. Lembaga Balai Pemasyarakatan harus rutin memberikan penyuluhan
kepada masyarakat mengenai anak yang berhadapan dengan hukum
agar kedepannya masyarakat tidak menghakimi anak secara sepihak dan
lebih paham bahwa anak yang melakukan tindak pidana statusnya
adalah anak-anak yang jiwanya masih labil dan mentalnya mudah
dipengaruhi.

4. Perlunya sinergitas yang baik antar penegak hukum yakni baik
kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun Balai Pemasyarakatan dalam
menangani kasus anak dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik

bagi anak.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41
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LAMPIRAN



.

Menimbang:

Mengingat:

*

PREJIDEN
REPUBLIK INOONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIX INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN FIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa anak merupakan amanah dan karunis Tuhan
Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat
sebagal manusis seutchnya;

bahwae untuk menjaga harkat dan martabatnyr, anak
berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama
pelindungan hukism dalam sistemn peradilan;

bahwa Indonesia sebagai Negara Pihek dalam Konvensi
Hak-Hak Anak {Convention on the Rights of the Child)
yang mengatus pringip pelindungan hukum terhadap
anak mempunyal  kewajiban  untuk  memberikan
pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum,

bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahup 1997 tentang
Pengadilan Anale sudah tidak sesual lagh dengan
perkembangan dan kebutuhan hukom  masyarakat
karena belum secara komprehensif memberikan

pelindungan kepada anal yang berhadapan dengan

hukum sehinggs perlu diganti dengan undang-undang
baru,

bahwa Dberdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, huraf b, huraf ¢, dan huraf
d, pertu membentuk Undang-Undang tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 288 ayat {2}, Pasal
28G, dan Pasal 28! Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indanesia Tahun 1945;

2. Undang- ...
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PRESIDEN
REFUBLIK WOONESIA

-2-
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lemburan Negars
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungsn  Anak  (Lembaran Negara Republik
[ndonesia  Tahun 2002 Nomor 109, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomar 13 Tehun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesis Tuhun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang  Nomar 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum [Lembaran  Negara Republik
Indonesta  Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM  PERADILAN
PIDANA ANAK,

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang inl yang dimaksud dengan:

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keselurahan
proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai
dengan  tahap pembimbingan setelsh  menjalani
pidana.

2. Ansk ...
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1L
12,

X

PRESIOEN
REPUDLIN INDONETSIA

g =
Anak yang Berhadapan dengan Hukum sdalah analk
yang berkondlik dengan hukum, anak vang menjadi
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi
tindak pidana.
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) taliun, tetapi belum berumur
18 (delapan belss] tabun yang diduga melakukan
tindak pidana.
Ansk yang Menjudi Korban Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Karban adalah anak yang
belum berumur 18 [delupan belas] tabun yang
mengalami  penderitaan fisik, mental, danj/atau
kerugian ckonom| yang dischabkan oleh tindak
pidans,
Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang
selanjuinya disebut Anak Saksi adalah anak yang
belum berumur 18 [delapan belas) tabun yang dapat
memberikan | keterangan  guna  kepentingan
penyidikan, penunfutan, den pemeriksaan di sidang
pengadilan  tentang suatu  perkara pidana yang
didengar, dilibat, dan/atau dialaminya sendini.
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara
tndak pidans dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, den pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari peayelessian yang adil
dengan - menekankan pemulihan  kembali  pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan:
Diverai adalah pengallhan penyelesaian perkara
Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar
Penyldik adalah penyidik Anak.
Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
Hakim adakah hakim Anak,
Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13, Pembimbing .
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Pembimbing Kemassyarakatan adalah  pejabat
fungsional penegak hukum yang melaksanakan
penelitian kemasyarukatan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak dl
dalam dan di luar preses peradilan pidana.

Pekerja Sosial Profesional adalah seseovang vang
Bekerja, balk di lembags pemerintsh  maupun
swasta, yang memiliki kaompetensi dan prafesl
peketjaan sosial sera kepedullan dalam pekerjaan
sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan,
danfatau pengalaman praktik pekerfaan sosial
untux melaksanakan fugas pelayanan dan
penangsnan masalah sosial Anak.

Tenaga Kesgjahteraan Sosisl adalah seseorang yang
dididik dan dilatith = secara -~ profesional  untuk
melaksanakan tagas pelayanan dan penanganan
masalah sosinl dan/atau seseorang yang bekerja,
baile di lembaga pemerintah maupun sSWasta, yang
ruang liogkup Kegiatannys di bidang kesgjahtersan
sosial Anak.

Keluarga adalah erang s yang terdird atas ayah,
ibu, dan/atau anggots keluarga lain yang dipercaye
aleh Anak.

Walli adalah orang atau badan  yang dalam
kenyataannya menjolankan kekussaan asuh sebagai
orang tua terhadap anak.

Pendamping adalah crang yang dipercaya oleh Anak
untuk mendampinginya selama proses peradilan
pidana berfangsung,

Advoksat atsu pemberi bantuan hukum lainnya
adalah orang yang berprofesi memben jasa hukum,
balk dl dalam maupun di luar pengadilan, yang
memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangen.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya
disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak
menjalani masa pidananya

21. Lembagn . . .
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Lembagn Penempatan Anak Sementars  vang
selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara
buagi Anak selarma proses peradilan berlangsung,
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahtersan Sosial yang
selunjutnyn disinglat LPKS adalah lembaga atau
tempat  pelayanan  soslal  yang melaksanakan
penyclenggaraan kesejahiersan sosial bagi Anok.
Klien Anak adalah Anak yang berada dl dalam
pelaygnan,  pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan,
Balal Pemasyarakatan ysng selanjutoys  disebut
Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan
vang melaksanakan tugas dan fangsl penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan.

Pasal 2

Ststem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan

~p@e o szpsrrg

S
O

pebindungax;

keadilan;

nondiskriminpst;

kepentingan terbaik bagl Anak,

penghargaan terhadap pendapat Anale;
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
pembinaan dan pembimbingan Anak:
proporsional; )
perampasan kemerdekasn dan pemidanaan sebagal
upays terakhir; dan

penghindaran pembalasan,

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a

diperlakukan secarn manusiawi dengan
memperhatikan kebutuhan sesual dengan umurnysa;

b, dipisahkan , , .
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi hukum ini adalah
hasil kerja saya sendiri, kecuali Kkutipan-kutipan yang telah saya sebutkan
sumbernya.
Jika kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan skripsi orang lain, saya sanggup

untuk dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 27 Juni 2019

Subhan Alamta Ilma Ahsana
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SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI
Nomor: 561/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : SUBHAN ALAMTA TLMA AHSANA

NIM : 145010101111039 :

Fadil . KONTRIBUSI PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN TERKAIT
FUNGSI PENELITIAN

KEMASYARAKATAN,PEMBIMBINGAN,PENGAWASAN DAN
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA .

(Studi Kasus di Kantor balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat

kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juni 2019
Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED

PLAGIASI FH UB

faky TS
Huxum

Pr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP 196606221990022001
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Yth, Kepala Bala: Pemasyarakatan Kelas | Malang
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Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Balal Pemasyarakatan Kelas | Malang Nomor:
W15.PAS.PAS.30.UM.01.01-369 tanggal 15 Februarl 2019 perihal tersebut pada pokok
surat, bersama inl di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui / tidak keberatan
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Nama Subban Alamia llima Ahsana
NIM 145010101141038

untuk melaksanakan penelitian pada balai Pemasyarakatan Kelas | Malang, dengan catatan
yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

. Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan),
2. Kepala Dvisi Pemasyarakatan,
3. Dekan Fakulias Hukum Universitas Brawjaya Malang,
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Nama . - Subhan Alamta lima Ahsana
NIM : 145010101111039
Prodi : S1 Hukum Pidana
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Telah selesai melaksanakan survey/penelitian guna memperoleh data untuk
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMORI¢2 Tahun 2018
TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang: a.bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh

Mengingat :

-

Menetapkan :

b.

1.

mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen
pembimbing;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen
sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

.Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa;

. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti

Pendidikan Tinggi;

. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal

2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,;

. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pendidikan  Universitas Brawijaya Tahun  Akademik
2016/2017;

. Keputusan Deckan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor

992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi [lmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik
2016/2017.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA 1LMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
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: Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH.; Dr. Lucky Endrawati, SH.MH, masing-

masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping
Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana [lmu Hukum atas nama
Subhan Alamta Ilma Ahsana NIM 145010101111039

: Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan scjak tanggal ditctapkan dan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

tapkan di Malang
ol Mnggal 17 Desember 2018

AD SAFA'AT
. 19620805198802100 17(
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Wawancara dengan Narasumber Bapak Triyono Budi Santoso, A.KS selaku
Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak.

Wawancara dengan Narasumber Bapak Suryono, SH selaku Kepala Sub Seksi
Registrasi Bimbingan Klien Anak.
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Dokumen Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas 1
Malang.

Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Darsono, SH selaku Kepala Sub
Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak.

110



< ;],‘, " ] “‘a—‘“’:«‘.:’
LI e -

_'/MWWM

Tampak depan Kantor Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.
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